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SAMBUTAN KEPALA BIRO PENGKAJIAN
SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI

Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kami panjatkan
kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa,
atas diterbitkannya Buku Hasil Survei Pendapat Ahli (Expert)
tentang “Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan
Indonesia”. Buku ini merupakan hasil studi yang dilakukan
oleh Badan Pengkajian MPR bekerjasama dengan Center for
the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Secaraumum, kegiatan survei ini bertujuan untuk mengetahui
dan menggali pendapat ahli hukum tata negara tentang
“Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan
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Indonesia”. Buku ini mengulas pandangan ahli seputar Bab 1,
Bab 2, dan Bab 3 UUD NRI Tahun 1945. Bab satu terdiri dari
pasal-pasal mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan,
kedaulatan rakyat, dan prinsip negara hukum. Bab dua berisi
pasal-pasal tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
dan Bab 3 mengenai pasal-pasal tentang Presiden sebagai
pelaksana kekuasaan eksekutif.

Pelaksanaan Survei Pendapat Ahli (Expert) tentang “Evaluasi
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan
Indonesia”, dilakukan dengan menggunakan pendekatan
kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif
dengan survei wawancara terstruktur menggunakan
kuesioner kepada 300 ahli hukum tata negara tersebar di 77
universitas yang memiliki program studi atau jurasan Hukum
Tata Negara (HTN) terakreditasi A di 21 Provinsi. Pendekatan
kualitatif dengan melakukan studi literatur, dokumentasi
sumber-sumber referensi yang berkaitan pelaksanaan
Undang-Undang Dasar, wawancara mendalam terhadap
pimpinan MPR RI, Pimpinan Badan MPR dan pejabat terkait.

Penerbitan serta penyebarluasan buku ini dimaksudkan
untuk membangun diskursus ketatanegaraan berbasis riset
dan menambah khazanah pemikiran bagi para pembaca, dan
akademisi, serta sebagai salah satu bahan penting bagi para
Anggota MPR dalam menjalankan tugas konstitusional dalam
mengkaji sistem ketatanegaraan. Buku ini, diharapkan dapat
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menjadi pendorong untuk terus senantiasa berpikir kritis dan
terbuka terhadap upaya penyempurnaan dan pemetaan yang
tepat dalam sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia ke
depan, khususnya lembaga MPR RI. Akhir kata, kami
menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat
ketidaksempurnaan dalam penerbitan buku hasil survei ahli
ini.

Kepala Biro Pengkajian,

Ttd.

Drs. Yana Indrawan, M.Si
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SAMBUTAN
SEKRETARIS JENDERAL MPR RI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sesuai amanat Pasal 5 huruf ¢ dan d Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR,
DPR, DPD, dan DPRD, Majelis Permusyawaratan Rakyat
bertugas mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta
pelaksanaannya, juga menyerap aspirasi masyarakat
berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Tugas tersebut tidak lepas
dari konteks kewenangan MPR RI yang salah satunya adalah
megubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar seperti
ditegaskan dalam bunyi Pasal 3 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Sambutan Sekretaris Jenderal MPR RI
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Dalam rangka pelaksanaan tugas dimaksud, MPR RI melalui
Badan Pengkajian secara kontinu telah dan terus melakukan
rangkaian kegiatan berupa kajian penelitian, diskusi beserta
serap aspirasi mengenai sistem ketatanegaraan. Kegiatan itu
melibatkan berbagai pihak mulai pimpinan dan anggota MPR
R], para ahli dan akademisi dari sejumlah perguruan tinggi,
mahasiswa, tokoh lintas profesi, hingga masyarakat luas.
Dengan harapan, setiap isu seputar perkembangan konsep
dan masalah sistem ketatanegaraan dapat dipotret dan dikaji
secara objektif sehingga berkontribusi nyata bagi
penyempurnaan konstitusi negara.

Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara merupakan
hukum dasar yang menjadi pegangan pokok penyelenggaraan
suatu negara. Keberadaannya sangat vital sebagai sumber
hukum tertinggi yang menjadi pedoman sekaligus inspirasi
bagi perumusan peraturan perundang-undangan di
bawahnya. Fungsi Undang-Undang Dasar adalah sebagai
limitasi kekuasaan negara agar penyelenggaraan negara dan
pemerintahan tidak sewenang-wenang. Di samping itu, ia juga
berfungsi sebagai legitimasi kekuasaan sehingga organ-organ
negara memiliki kewenangan yang sah untuk dijalankan.

Karena itu, di dalam Undang-Undang Dasar diatur prinsip-
prinsip fundamental mengenai kedaulatan, bentuk negara dan
pemerintahan, distribusi dan pencapaian kekuasaan yang sah,
kekuasaan legislatif, kekuasaan peradilan, lembaga-lembaga
negara, hubungan antar lembaga negara, hubungan
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kekuasaan lembaga negara dengan warga negara, hak dan
kewajiban serta perlindungan terhadap warga negara. Semua
itu ditetapkan dalam kerangka kehidupan politik bernegara
demi mencapai cita-cita kolektifbangsa.

Namun demikian, sebagai suatu produk konsensus politik
nasional, Undang-Undang Dasar senantiasa terikat oleh ruang
dan waktu. Keberadaannya selalu butuh penyempurnaan agar
sesuai dengan dinamika perkembangan zaman serta
sebangun dengan imajinasi kolektif bangsa. Sejarah
perjalanan UUD NRI Tahun 1945, baik pemberlakuannya
dalam periode tertentu yang mengalami pasang surut maupun
perubahan paradigma, konsep, dan muatan materi sejak 1999
sampai 2002 menunjukkan fenomena itu. Perjalanan tersebut
harus dibaca sebagai satu kesatuan rangkaian
penyempurnaan rumusan hukum dasar Indonesia agar lebih
solid dalam menggapai tujuan bersama, yakni sebagaimana
termaktub dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Spirit penyempurnaan yang berkesinambungan semacam itu
diafirmasi sendiri oleh UUD NRI Tahun 1945 melalui bunyi
Pasal 3 Ayat (1) bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat
berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang
Dasar”. Substansi pasal ini tidak hanya menjelaskan
kewenangan MPR tetapi, lebih dari itu, menunjukkan sifat
keterbukaan dari konstitusi untuk dilakukan penyempurnaan
atas dirinya sendiri. Tentu saja dalam menggunakan
kewenangan itu MPR RI sangat hati-hati disertai upaya yang
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sungguh-sungguh dan bertanggungjawab, juga dengan
mengikuti mekanisme yang berlaku.

Salah satunya ialah dengan melakukan kajian survei
pandangan ahli (expert) tentang “Evaluasi dan Pelaksanaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Kajian
difokuskan untuk menggali dan memetakan pandangan ahli
khususnya mengenai muatan materi Bab I, Bab II, dan Bab III
UUD NRI Tahun 1945 serta penilaian mereka terhadap
pelaksanaannya pasal-pasal dalam bab tersebut.

Semoga buku ini memberikan kontribusi penting bagi
diskursus pemikiran seputar sistem ketatanegaraan serta
menjadi rujukan akademis bagi seluruh anggota MPR RI
dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Sekretaris Jenderal MPR RI,
Ttd.

Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.
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SAMBUTAN
PIMPINAN BADAN PENGKAJIAN MPR RI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD NRITahun 1945) merupakan aturan pokok tertulis
yang menjadi pijakan dalam menjalankan kehidupan
bernegara. Posisinya berada di tingkat tertinggi dalam
hierarki peraturan perundang-undangan. la menjadilandasan
otorisasi bagi pembentukan undang-undang atau peraturan
lainnya. Seluruh peraturan perundang-undangan tidak boleh
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Secara historis, UUD NRI Tahun 1945 yang disusun oleh para
pendiri bangsa pada hakikatnya telah mengalami berbagai
macam ujian dalam hal pemberlakuan di masa periode politik
tertentu. Muatan materi di dalamnya juga telah mengalami
sejumlah perubahan dan pergeseran baik pada tataran

Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI
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paradigma, konsep, dan kerangka pelaksanaan. Perubahan
fundamental terutama terjadi dalam kurun waktu tahun 1999
hingga 2002 yang melewati empat kali perubahan. Perubahan
itu mencakup 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat, 3 pasal aturan
peralihan dan 2 pasal aturan tambahan.

Salah satu isu penting dalam perubahan itu ialah mengenai
masalah kedaulatan. Sebelum amendemen UUD 1945,
kedaulatan dijalankan oleh MPR. Kedudukan MPR merupakan
lembaga tertinggi negara yang memegang kedaulatan rakyat.
Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam UUD NRI TAHUN 1945
Pasal 1 Ayat (2) bahwa “Kedaulatan adalah di tangan rakyat,
dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawatan
Rakyat”.

Pasca dilakukan perubahan UUD 1945, kedaulatan tidak lagi
dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR melainkan oleh Undang-
Undang Dasar. Di sini terdapat perubahan makna kedaulatan
yang kemudian berimplikasi pada kedudukan serta hubungan
antar lembaga. Dengan perubahan ini, terjadi pergeseran
prinsip kedaulatan yang awalnya diorganisasi melalui sistem
pembagian kekuasaan menuju ke sistem pemisahaan
kekuasaan. Hasilnya, dalam praktik, kedaulatan tidak lagi
diwadahi oleh lembaga MPR tetapi diberikan kepada lembaga-
lembaga negara. Setiap lembaga negara menjadi pelaksana
kedaulatan yang harus dijalankan menurut Undang-Undang
Dasar.

Dengan prinsip kedaulatan semacam itu, hubungan antar
lembaga menjadi lebih seimbang melalui kewenangan yang
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dimiliki masing-masing, sehingga mekanisme checks and
balances dapat berlangsung dengan baik. Presiden dan wakil
presiden yang awalnya dipilih oleh MPR dan karenanya
disebut mandataris MPR, misalnya, diganti dengan sistem
pemilihan langsung di mana Presiden dipilih oleh rakyat
untuk masajabatanlimatahun.

[su lain tampak dalam konstruksi sistem perwakilan
(representative democracy). Dalam UUD NRI Tahun 1945
sebelum perubahan, institusi yang menjalankan fungsi
perwakilan adalah MPR dan DPR. Keanggotaan MPR terdiri
dari DPR, utusan daerah, dan utusan golongan. DPR
merepresentasikan keterwakilan politik hasil Pemilu, utusan
daerah mewakili daerah-daerah (provinsi), dan utusan
golongan mewakili golongan-golongan yang ada di
masyarakat. Namun baik MPR maupun DPR belum bisa
disebut representasi dari seluruh rakyat, sebab terdapat
anggota yang tidak dipilih secara langsung melainkan karena
hasil tunjukan.

Setelah amendemen, UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan
agar semua anggota yang duduk di lembaga perwakilan dipilih
langsung. Formasi keanggotaan MPR kemudian berubabh, yaitu
terdiri dari DPR dan DPD. Di samping memiliki legitimasi
langsung dari rakyat, sistem model ini juga melahirkan
konstruksi baru bagi struktur organisasi parlemen.
Konstruksi baru itu tidak lain adalah diterapkannya sistem
bikameral meski oleh sebagian kalangan dinilai masih
dilakukan dengan cara terbatas. Keterbatasan itu terutama
terkait dengan peran DPD dalam pengambilan kebijakan

Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI
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strategis daerah. DPD tidak bisa menjalankan fungsi legislasi
sebagaimana DPR. DPD hanya menjalankan sebagian saja dari
fungsi perwakilan.

Isu yang juga penting ialah mengenai sistem presidensil.
Perubahan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan sistem
presidensil yang dianut, yakni Presiden sebagai kepala negara
dan kepala pemerintahan. Presiden mendapat mandat
langsung dari rakyat melalui pemilihan langsung sehingga
Presiden tidak dapat diberhentikan oleh MPR melalui proses
politik. Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usulan
DPR hanya jika terbukti melakukan pelanggaran hukum
seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,
tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela atau terbukti
tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden berdasarkan
putusan Mahkamah Konstitusi.

Kini kurang lebih 18 tahun sudah UUD NRI Tahun 1945 hasil
amandemen dijalankan oleh negara sebagai konstruksi dasar
sistem ketatanegaraan Indonesia. Selama kurun waktu itu,
banyak wacana yang mengemuka dari hasil perenungan,
diskursus, dan evaluasi terhadap sistem ketatanegaraan.
Wacana tersebut tidak hanya datang dari lembaga negara
melainkan juga dari warga negara yang memiliki perhatian
tentang penataan sistem organisasi negara.

Evaluasi terutama diarahkan pada efektifitas pelaksanaan
sistem ketatanegaraan saat ini, apakah telah membawa
perbaikan bagi optimalisasi fungsi pelaksanaan kedaulatan
rakyat, pelaksanaan konsep negara hukum, keseimbangan
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hubungan antar lembaga negara, juga pelaksanaan kekuasaan
pemerintahan negara yang kesemuanya harus berdampak
pada pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai
pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Evaluasi itu perlu dibaca
sebagai semangat untuk menyempurnakan konsep dan
tatalaksana ketatanegaraan secara kritis sehingga kehidupan
bernegara serta upaya perwujudan cita-cita kebangsaan dapat
lebih baik dan maksimal.

Apa saja pandangan yang selama ini mengemuka mengenai
pelaksanaan sistem ketatanegaraan dalam UUD NRI Tahun
1945? Bagaimana penilaian para ahli dan kelompok yang
memiliki perhatian terhadap problem ketatanegaraan
mutakhir? Buku ini menyajikan pandangan para ahli terhadap
isu besar ketatanegaraan di atas tepatnya mengenai BAB I
(Bentuk dan Kedaulatan), BAB II (Majelis Permusyawaratan
Rakyat), dan BAB III (Kekuasaan Pemerintahan Negara) UUD
NRI Tahun 1945. Temuan-temuan survei ini sangat penting
sebagai bahan pertimbangan dalam memetakan dan
merumuskan pandangan mengenai penyempurnaan sistem
ketatanegaraan melalui perubahan konstitusi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami amendemen
sebanyak empat kali (1999, 2000, 2001, dan 2002) dan
berhasil menjadikan sistem ketatanegaraan Indonesia
lebih demokratis daripada masa-masa sebelumnya. Setelah
berlalu hampir dua dekade dijalankannya UUD hasil
amendemen, mengemuka banyak wacana dari lembaga
negara dan masyarakat bahwa konstitusi perlu ditinjau
ulang. Terlepas dari alasan yang mendasari dukungan
berbagai pihak terhadap kemungkinan amendemen
kelima, sejumlah ahli tata negara, seperti Jimly Asshiddiqie
dan Mahfud MD., mengakui bahwa UUD NRI Tahun 1945
hasil amendemen masih menyisakan beberapa kelemahan
sistematis ataupun substantif. Meskipun dalam beberapa
aspek fundamental, khususnya bentuk negara kesatuan,
perubahan konstitusi tidak dikehendaki, namun pada
aspek-aspeklainnya tetap terbuka untuk revisi.'
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Diakui bahwa proses amendemen UUD Tahun 1945 yang
terjadi pasca reformasi tidak berlangsung ideal dalam
artian sebagai sebuah proses amendemen kala itu lebih
banyak didorong oleh apa yang disebut Indrayana sebagai
romantisme ideologis.” Meskipun amendemen UUD Tahun
1945 telah membawa perubahan mendasar, idealnya
perubahan konstitusional perlu didahului tahapan
persiapan dan pematangan intelektual yang mem-
pertimbangkan dengan serius konteks perubahan strategis
yang berlangsung dalam kehidupan nasional maupun
global. Selain itu evaluasi UUD juga harus dilaksanakan
bukan hanya pada tataran konten pasal-pasalnya, tapi juga
implementasinya di level peraturan perundang-undangan
yang ada di bawahnya. Misalnya, sebagaimana dicontohkan
oleh Ma'ruf Cahyono, Sekjend MPR R], evaluasi pelaksanaan
otonomi daerah pada tataran regulasi harus didasarkan
pada visi memperkuat konsep negara kesatuan.’

Dari pespektif sosial-politik, sejumlah kekuatan politik
cenderung melihat amendemen UUD secara hati-hati.’
Sebagian menduga aspirasi amendemen menjadi pintu
masuk untuk perubahan sendi-sendi kenegaraan dan
kebangsaan yang fundamental, seperti mengubah bentuk
negara kesatuan.” Namun di sisi lain, munculnya aspirasi
revitalisasi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN),
berarti menghendaki perubahan dalam konstitusi meski
bersifat terbatas. Terlepas dari diskursus politik yang
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dinamis terkait amendemen, baik pihak yang mendukung
maupun yang skeptis, pada dasarnya sepakat bahwa
reformasi UUD NRI Tahun 1945 kalaupun harus dilakukan,
perlu dijalankan dengan cermat dan mempertimbangkan
berbagai aspek dengan seksama.’ Untuk menjawab
kebutuhan tersebut, MPR RI sendiri telah membentuk
Badan Pengkajian MPR, yang berfungsi menjalankan tugas
dan fungsi MPR RI sebagaimana diatur dalam UUD MD3 No
17 Tahun2014.

Evaluasi UUD NRI Tahun 1945 pada dasarnya telah
dijalankan oleh sejumlah pihak. Disamping oleh Badan
Pengkajian MPR RI sendiri, review konstitusi juga
dilakukan oleh berbagai kalangan ahli hukum tata negara
dan pusat-pusat kajian di sejumlah Universitas di
Indonesia. Dua studi terakhir evaluasi konstitusi perlu
dicatat di sini, yaitu studi yang dilaksanakan Badan
Pengkajian MPR RI bekerjasama dengan dua pusat kajian
konstitusi dan ketatanegaraan, yaitu dari Universitas
Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, dan Universitas
Airlangga, Surabaya. Studi yang pertama, survei kuantitatif,
bertujuan memetakan opini publik terkait pasal-pasal UUD
NRI tahun 1945.° Sedangkan studi yang kedua, bersifat
normatif-kualitatif, menggali lebih dalam peta masalah dan
penafsiran terhadap konstitusi dan peraturan-peraturan
pelaksanaanyangrelevan.” Kehadiran kedua studi tersebut
sama-sama penting dalam diskursus akademik
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ketatanegaraan Indonesia kontemporer, khususnya
berkenaan dengan evaluasi yang lebih komprehensif atas
konstitusi Indonesia dua dekade terkahir. Untuk
melengkapi kedua studi tersebut, khususnya studi
kuantitatif, dirasa perlu melakukan pemetaan diskursus
dan perdebatan konstitusional di kalangan para ahli tata
negarayang tersebar di puluhan Universitas di Indonesia.

. Fokus dan Tujuan Studi

Buku ini merekam pandangan para ahli tata negara dari
berbagai perguruan tinggi Indonesia mengenai UUD NRI
Tahun 1945 dan pelaksanaannya dalam sistem
ketatanegaraan kita. Mengingat keterbatasan waktu dan
sumberdaya, survei pandangan para ahli ini dibatasi pada
tiga bab pertama UUD NRI Tahun 1945, yaitu Bab 1, Bab 2,
dan Bab 3. Bab 1 terdiri dari pasal-pasal yang memuat
ketentuan mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan,
kedaulatan rakyat, dan prinsip negara hukum. Sedangkan
Bab 2 khusus berisi pasal-pasal tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang kedudukannya
setelah amendemen berubah, tidak lagi menjadi satu-
satunya pelaksana kedaulatan rakyat. Terakhir, bab 3, di
dalamnya termaktub pasal-pasal tentang Presiden sebagai
pelaksana kekuasaan eksekutif yang setelah amendemen,
menurut sejumlah ahli, justru mempertegas atau
menyempurnakan sistem presidensial yang dianut negara
Indonesia.”” Survei pandangan ahli ini dikombinasikan
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dengan wawancara mendalam dengan para pimpinan MPR
RI, Pimpinan dan Anggota Badan Pengkajian, Sekjen MPR RI
dan Kepala Biro Pengkajian MPR R], yang pendapat mereka
berguna sebagai bahan perbandingan dari perspektif
kelembagaan di MPR.

Evaluasi terutama diarahkan pada sejauh mana
pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 telah membawa
perbaikan bagi optimalisasi fungsi UUD sebagaimana
amanah amendemen pasca reformasi. Reformasi
konstitusional didasarkan pada keinginan kuat para wakil
rakyat kala itu untuk melaksanakan prinsip kedaulatan
rakyat, mewujudkan konsep negara hukum, menjalankan
prinsip negara kesatuan dalam bingkai otonomi daerabh,
mewujudkan prinsip saling mengawasi dan saling
mengimbangi antar lembaga negara (check and balances),
serta menjamin pelaksanaan kekuasaan eksekutif yang
bertanggungjawab sehingga berdampak pada pencapaian
tujuan berbangsa dan bernegara sesuai pembukaan UUD
NRI Tahun 1945." Evaluasi itu perlu dibaca sebagai
semangat untuk menyempurnakan konsep dan tatalaksana
ketatanegaraan secara kritis sehingga kehidupan
bernegara serta upaya perwujudan cita-cita kebangsaan
dapatlebih baik dan maksimal.

Yang tidak kalah pentingnya, evaluasi ini juga
mengasumsikan perbedaan penafsiran para ahli tata negara
terhadap pasal-pasal tertentu yang mungkin masih
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dianggap multi tafsir. Misalnya, Pasal 7 UUD NRI Tahun
1945 yang mengatur masa jabatan Presiden dan Wakil
Presiden. Sebelum amendemen, pasal ini dinilai multi tafsir;
tafsir pertama, Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih
berkali-kali, sedangkan tafsir kedua, masa jabatan Presiden
dan Wakil Presiden dibatasi hanya dua kali periode dan
sesudahnya tidak boleh dipilih kembali. Pertanyaannya,
apakah setelah mengalami perubahan, pasal ini masih
mengundang perdebatan akibat bunyi pasal yang ambigu?
Konsekuensinya, apakah perlu dipertegas kembali melalui
perubahan UUD?

Selain untuk memperkaya diskursus akademik, studi ini
bertujuan untuk memperoleh masukan para ahli tata
negara baik pada tataran konsep maupun pelaksanaan
mengenai muatan materi BAB I, BAB II, dan BAB Il Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Masukan-masukan berharga dari para pakar tentu saja
membantu bagi pengembangan kebijakan berbasis riset
yang bertujuan untuk mendapatkan bahan informasi dan
pertimbangan dalam menyusun pokok-pokok rekomendasi
terkait dengan perlu tidaknya dilakukan perubahan
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
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C. Kerangka Konseptual
1. NKRI & Desentralisasi

Salah satu amanat reformasi adalah pemberian otonomi
kepada daerah sehingga menggeser kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan yang sebelumnya
sentralistik menjadi desentralistik. Kebijakan
desentralisasi ini selama proses amendemen mengalami
perubahan. Pada awalnya, kebijakan desentralisasi
sebagaimana termaktub dalam UU Otonomi Daerah No
22 Tahun 1999 memberikan kewenangan yang terlalu
luas kepada Pemda kabupaten dan kota sehingga
memperlemah kontrol dan koordinasi dari
pemerintahan Provinsi dan Pusat. Dengan mengacu
kepada UU tersebut Pemda Kabupaten dan Kota
menyelenggarakan pembangunan dengan aspirasi
sendiri tanpa koordinasi Provinsi dan Pusat. Akibatnya
muncul kekhawatiran di banyak kalangan bahwa
kebijakan tersebut dapat menciptakan benih-benih
disintegrasi. Sebagai solusinya, UU tersebut direvisi
dengan UU Otonomi Daerah No 32 Tahun 2004 yang
mana hierarki antara pemerintah pusat, Provinsi, dan
Kabupatan/Kota kembali diperkuat (Assiddigie, 2007).

Bentuk negara kesatuan didasarkan pada Pasal 1 Ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945 dan senapas dengan Pasal 18
UUD NRITahun 1945 serta Tap MPRRINo 21 tahun 2003
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yang mengatur hubungan pusat dan daerah. Meskipun
reformasi mengamanatkan otonomi daerah,
pemahaman konseptual dan implementasinya tetap
mengacu kepada konsep negara kesatuan. Pada Pasal 18
Ayat (1) tertera kalimat “Negara Kesatuan Republik
Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota....”
[stilah yang digunakan “dibagi atas” bukan “terdiri atas”,
dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (1), menurut ahli
tatanegara, langsung menjelaskan bahwa negara
Indonesia adalah negara kesatuan dimana bandul
kendali berada ditangan pusat. Hal ini konsisten dengan
kesepakatan tetap mempertahankan bentuk negara
kesatuan sebagaimana diperkuat oleh konstitusi Pasal
37 Ayat 5. Sebaliknya, istilah “terdiri atas” dinilai lebih
menunjukkan letak kedaulatan berada ditangan Negara-
negarabagian. (MPRRI, 2003,hlm.102-103)

Komitmen mempertahankan NKRI sebagai bentuk
negara Indonesia didasarkan pada beberapa argumen
ideologis, filosofis, sosiologis, historis dan yuridis. Di
atas segalanya, bentuk negara kesatuan merupakan
perwujudan dari nilai Pancasila, terutama Sila ke-3,
“Persatuan Indonesia”. Sila-sila lain Pancasila menjiwai
semangat persatuan yang menjadi dasar terbentuknya
negara Indonesia. Jauh sebelum penetapan Pancasila
sebagai dasar negara, ide dan komitmen persatuan

Bab 1: Pendahuluan



kebangsaan telah digemakan oleh para pemuda dari
berbagai latar belakang suku dan daerah dalam Sumpah
Pemuda yang diadakan pada tanggal 28 Oktober 1928.
Hal itu menunjukkan bahwa telah muncul semangat dan
keinsyafan bahwa Indonesia merupakan rumah besar
bagi semua anak bangsa dengan segala keragaman
agama, suku, bahasa, budaya, adat-istiadat yang hidup di
nusantara. Senapas dengan semangat persatuan
tersebut, negara Indonesia dijalankan dengan
menerapkan sistem demokrasi yang berlandaskan
hukum atau negara konstitusional (Pasal 1 Ayat (2)).

Dalam praktiknya, penerapan otonomi daerah dalam
bingkai NKRI menuntut diterapkannya prinsip
keseimbangan yang selaras dan adil dalam mengatur
hubungan pusat dan daerah (Pasal 18A Ayat 2). Prinsip
selaras dan adil ini telah diterjemahkan dalam UU No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan
menyatakan bahwa hubungan itu meliputi hubungan
wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan,
sumber daya alam, dan sumber daya lainnya, yang
dilaksanakan secara adil dan selaras (Pasal 2 Ayat 5 dan
6).

Diskursus seputar pelaksanaan otonomi daerah pada
umumnya menekankan pentingnya implementasi
kebijakan desentralisasi mengacu kepada visi Indonesia
sebagai negara kesatuan sebagaimana amanat Pancasila
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dan UUD NRI Tahun 1945. Namun, sebagian pengamat
menilai bahwa kebijakan otonomi daerah sebagai
amanah reformasi harus tetap dijalankan secara
sungguh-sungguh terutama dalam kebijakan APBN.
Terdapat anggapan bahwa dana pembangunan masih
banyak beredar di pusat sedangkan pusat hanya diberi
kewenangan dalam 5 urusan: agama, keuangan,
pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, dan
hukum. Selebihnya pemerintah daerah memiliki
keluasan dalam berkreatifitas dan berinovasi dalam
pembangunan daerah masing-masing. Adanya wacana
ini mengindikasikan bahwa review terhadap
implementasi otonomi daerah harus dilakukan secara
menyeluruh baik pada level UU maupun pada tingkat
peraturan teknis di bawahnya.

. Pelaksana Kedaulatan Rakyat

Senapas dengan isu bentuk negara adalah isu
pelaksanaan kedaulatan rakyat. Sebelum amendemen
UUD Tahun 1945, pelaksana kedaulatan rakyat
diberikan sepenuhnya kepada MPR sebagai lembaga
tertinggi negara. Setelah amendemen, pelaksanaan
kedaulatan rakyat dilaksanakan berdasarkan Undang-
Undang Dasar. Secara yuridis, kedudukan MPR sebagai
lembaga negara pelaksana kedulatan rakyat tidak
dihilangkan, namun tugas, fungsi dan kewenangannya
telah dibatasi, salah satunya MPR tidak lagi memiliki
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kewenangan memilih dan mengangkat Presiden dan
Wakil Presiden. Reformasi ketatanegaraan meng-
hendaki dilaksanakannya prinsip fundamental dalam
demokrasi, yaitu check and balances antara lembaga-
lembaga negara; legislatif, yudikatif dan eksekutif.
Prinsip demokratis juga menghendaki adanya
kesetaraan antara lembaga-lembaga negara dalam
sistem ketatanegaraan di Indonesia dimana tidak ada
superbody yang mengatasi lembaga-lembaga lainnya.
Atas dasar itu, DPR, MPR, DPD, Presiden, MK dan MA
dinilai sebagai lembaga-lembaga negara yang
menjalankan kedaulatan rakyat. Meskipun demikian
diskursus yang berkembang terkait siapa pelaksana
kedaulatan rakyat setelah amendemen menekankan
prinsip keterwakilan dan keterpilihan.

Dalam perspektif keterwakilan, maka DPR dan DPD
merepresentasikan lembaga pelaksana kedaulan rakyat
karena keduanya mewakili rakyat pemilih dan daerah.
DPR mewakili rakyat pemilih dari unsur partai politik,
sedangkan DPD mewakili daerah masing-masing. Dalam
hal ini tidak ada kejelasan apakah DPD secara tidak
langsung dapat dikatakan mewakili golongan yang ada di
masyarakat di daerahnya masing-masing. Sementara itu,
MPR dengan sendirinya mewakili masyarakat dan
daerah karena secara kelembagaan MPR terdiri dari
anggota DPR dan DPD. Penekanan pada sisi keterwakilan
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argumennya berasal dari prinsip keterwakilan dalam
Pancasila Sila ke-4, “Kerakyatan dipimpin oleh
Permusyawaratan Perwakilan.”

Sedangkan dalam perspektif keterpilihan, pelaksana
kedaulatan rakyat tidak hanya diberikan kepada DPR,
DPD dan MPR, tapi juga kepada presiden dan wakil
presiden karena kepala pemerintahan dan kepala negara
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi
merupakan hasil pemilihan langsung oleh rakyat.
Konsisten dengan perspektif ini, maka anggota DPRD
Provinsi, Kabupaten dan Kota, berikut kepala daerah
juga merupakan pelaksana kedaulatan rakyat karena
mereka semua hasil pilihan rakyat. Sementara lembaga-
lembaga yudikatif seperti MK, MA, dan KY, tidak dapat
disebut sebagai pelaksana kedaulatan rakyat karena
mereka tidak dipilih langsung oleh rakyat, tapi dipilih
bersama oleh DPR dan Presiden.

. MPR RI dan Penguatan DPD

Meskipun tidak lagi berkedudukan sebagai satu-satunya
lembaga pelaksana kedaulatan rakyat, MPR masih
memiliki kedudukan penting dalam struktur
ketatanegaraan Indonesia. Menurut Pasal 2 Ayat (1) MPR
terdiri atas anggota DPR dan DPD, sedangkan tugas dan
fungsinya diatur dengan undang-undang. Kewenangan
MPR menurut Pasal 3 Ayat (1) adalah mengubah dan
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menetapkan UUD dan melantik Presiden dan/atau Wakil
Presiden Ayat (2). Secara ideologis keberadadaan MPR
tidak bisa dinafikan karena MPR merupakan
perwujudan ideologi negara Sila ke-4. Meskipun tugas
dan fungsi kelembagaan MPR telah diatur dalam UU
MD3, dalam diskursus ketatanegaraan terdapat diskusi
seputar posisi MPR dalam struktur kenegaraan dan
perlu tidaknya kelembagaan MPR diatur dengan UU

tersendiri.

Sebagian berpendapat bahwa MPR merupakan lembaga
terpisah dan bukan sekadar forum atau joint session
DPR dan DPD. Hal ini dipertegas oleh UUD NRI Tahun
1945 yang memberikan kewenangan MPR dalam
mengubah konstitusi. Namun sebagian yang lain
beranggapan bahwa karena MPR tidak memiliki anggota
terpilih yang terpisah dari DPR dan DPD, maka lebih
tepat posisi MPR sebagai forum joint session DPD dan
DPR pada saat keduanya bersidang membahas UU.
Namun, dalam praktiknya MPR merupakan lembaga
tersendiri dengan struktur pimpinan yang berbeda
dengan DPR dan DPD. Terkait dengan amanat konstitusi
Pasal 2 Ayat (1) bahwa kelembagaan MPR akan diatur
dengan UU, maka sudah selayaknya MPR memiliki UU
tersendiri terpisah dari UU MD3. Lebih dari itu, sebagai
sebuah lembaga yang kedudukannya fundamental, MPR
perlu diatur dengan UU tersendiri agar dalam
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menjalankan tugas dan kewenanganya lebih
komprehensif dan lebih fokus.

Pandangan yang lain menilai tidak terdapat urgensi MPR
diatur dengan UU tersendiri mengingat keberadaan UU
MD3 telah cukup melegitimasi kelembagaan MPR secara
yuridis formal. Kalaupun uu tersendiri dibuat maka hal
yang pertama dilakukan adalah menyiapkan desain
kelembagaan MPR dalam kaitannya dengan hubungan
DPR dan DPD yang anggotanya juga sekaligus anggota
MPR.

. Penguatan DPD

Anggota DPD sekaligus juga anggota MPR dari unsur
wakil daerah sebagaimana anggota DPR sebagai wakil
rakyat dari partai politik. Dalam struktur ketatanegara-
an Indonesia DPD tidak memiliki mandat membentuk
UU sebagaimana mandat DPR. Namun, demikian DPD
memiliki tugas-tugas setingkat konstitusi. Namun
sebelum penguatan DPD, perlu terlebih dahlulu
disepakati desain kelembagaan DPD. Dalam hal ini, perlu
disusun simulasinya apakah mengikuti model Amerika
atau Eropa Timur. Model Amerika, DPR dan Senat
membahass UU. Sedangkan Kongres berfungsi sebagai
forum bersama Senat dan DPR. Sedangkan model kedua,
yaitu Model Eropa Timur, dimana DPR membahas UU
namun sebelum diserahkan ke presiden, draft UU
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diserahkan ke Dewan Federasi (DPD) untuk dilakukan
penyempurnaan.

Pada level keterwakilan muncul diskursus tentang
sejauhmana anggota DPD telah benar-benar mewakili
daerahnya. Ada beberapa alasan munculnya skeptisime
demikian. Pertama, dalam rekrutmen anggota DPD,
pengaruh partai politik masih cukup kuat sebagai
sumber legitimasi politik anggota DPD. Pada tataran lain,
anggota DPD sendiri tidak tampak membangun link
dengan Pemda yang kepentingannya diwakili di
parlemen.

. Kekuasaan Eksekutif

Wacana tentang kekuasaan eksekutif menampilkan
diskusi isu-isu yang dinilai krusial seperti urgensi UU
tersendiri yang mengatur lembaga kepresidenan,
termasuk mendefinisikan peran wakil presiden. Selain
itu, isu yang juga memantik perdebatan adalah
mekanisme pemberhentian presiden yang melibatkan
keputusan MK. Ketiga, tentu saja yang menarik banyak
perhatian di kalangan pemerhati politik adalah isu
presidential threshold karena terkait dengan syarat
pengajuan calon presiden oleh partai.

Sebagian kalangan pemerhati hukum tatanegara
berpandangan presiden sebagai lembaga negara sudah
saatnya memiliki undang-undang tersendiri yang
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berfungsi antara lain menjelaskan pasal-pasal dalam
UUD yang menuntut pengaturan pada tingkat
pelaksanaan. Termasuk dalam hal ini pasal terkait
penetapan keadaan bahaya oleh presiden sebagaimana
diatur pada Pasal 12 UU NRI Tahun 1945. Selain itu, UU
kepresidenan juga berfungsi mendefinisikan peran
Wakil Presiden yang khusus selain sebagai pengganti
presiden apabila berhalangan. Pada masa Orde Baru,
Presiden Suharto memberikan peran khusus kepada
wakil presiden dalam pengawasan pelaksanaan
program-program pemerintahan di bawah presiden.

Isu kedua yang muncul dalam diskursus adalah
mekanisme pemberhentian presiden. Ada beberapa
pemerhati yang mempertanyakan mekanisme
pemberhentian presiden sebagaimana diatur dalam
UUD dimana keputusan hukum MK yang menyatakan
presiden melanggar hukum, sesuai Pasal 7A Ayat UUD
NRI Tahun 1945, tidak berkekuatan hukum tetap.
Pasalnya, MPR atas usulan DPR (Pasal 7 Ayat (6) dan (7))
dapat saja menganulir keputusan MK tersebut. Namun,
sebagian ahli menilai pemberhentian presiden adalah
keputusan politik karena presiden dipilih melalui
mekanisme politik, maka pemberhentiannya pun
dilaksakanan dalam mekanisme pengambilan
keputusan politik. Meskipun demikian, agar MPR tidak
bertindak semata-mata atas dasar politik, UUD
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memandatkan ditempuhnya mekanisme hukum yang
menilai apakah secara hukum presiden telah melanggar
hukum. Posisi MPR dianggap representatif untuk
menjadi forum pengambilan keputusan mengenai isu
fundamental karena di MPR terdapat anggota DPR dan
DPD, sehingga dimungkinkan check and balances,
sebelum MPR mengambil keputusan politik.

. Presidential Threshold

Isu presidential threshold selalu memnuculkan
diperdebatkan khususnya menjelang pemilihan
presiden. Presidential Threshold merupakan ambang
batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai
politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan
calon presiden dan wakil presiden. UUD sendiri tidak
mengatur syarat ambang batas dalam pencalonan
presiden namun yang menjadi oroginal intent Pasal 6A
Ayat (2) pasangan calon presiden dan wakil presiden
diusulkan oleh partai atau gabungan partai politik
peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan
pemilihan umum. Sedangkan UU Nomor 7 Tahun 2017
tentang pemilu mengatur lebih jauh syarat partai atau
gabungan partai politik yang boleh mengusung
pasangan capres dan cawapres harus memiliki 20%
kurisdi DPR atau 25% suara sah dilevel nasional.

Beberapa komentator politik menilai penerapan sistem
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ambang dapat merusak sistem demokarsi karena
terkesan sebagai upaya membatasi agar pertarungan
politik di Pilpres hanya akan menghadirkan dua
pasangan calon. Dampaknya, kebijakan tersebt dapat
membatasi tampilnya lebih banyak lagi calon -calon
pemimpin nasional yang kredibel dalam kompetisi
pilpres. Selain itu, kebijakan ambang batas yang hanya
akan melahirkan dua pasangan calon dapat berpotensi
menimbulkan polarisasi politik yang tajam dan potensi
konflik sosial yang ikut terbelah mengikuti keterbelahan
politik. Atas dasar itu sebagian kalangan mengusulkan
agar regulasi tersebutdiperbaiki dan kembali ke regulasi
seperti pada Pemliu 2014. Namun putusan MK dalam
menyikapi judicial review terkait dengan UU NO 7 tahun
2017 menghendaki presidential threshold dikembalikan
ke pembuat UU, yaitu DPR.

D. Metodologi

1. Pendekatan

Pendekatan survei ini mengkombinasikan antara
pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif.
Pendekatan kuantitatif dengan survei opini terhadap
para ahli (expert) yang memiliki ketokohan, keahlian,
minat studi hukum ketatanegaraan khususnya tentang
UUD NRI Tahun 1945. Pendekatan kualitatif dengan
melakukan studi literatur, wawancara mendalam
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terhadap pimpinan MPR RI, Pimpinan Badan MPR dan
pejabat terkait seperti Sekjen, Kepala Biro Pusat
Pengkajian MPR dan Kepala Biro Persidangan dan
Sosialisasi. Penggabungan kedua metodologi
pengumpulan data ini dimaksudkan untuk menggali
secara mendalam informasi dan fakta-fakta penting
tentang "Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia”. Mengkombinasikan kedua
metodologi ini juga dimaksudkan untuk memetakan
pendapat para ahli (expert) dan menggali lebih dalam
faktor-faktor yang ikut mempengaruhi persepsi dan
perilaku yang dipetakan melalui survei. Hasi survei
pendapat para ahli (expert) dianalisis secara kuantitatif
dan diperkuatdengan hasil wawancara mendalam.

Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan survei para ahli
hukum tata negara terhadap 300 responden yang terdiri
dari Guru besar (Prof), Doktor, Dosen dan Mahasiswa
hukum tata negara dari 77 universitas yang memiliki
program studi atau jurusan Hukum Tata Negara yang
terakreditasi A di 21 Provinsi. Pendekatan kualitatif
dengan wawancara mendalam kurang lebih 25 orang
pimpinan MPR RI dan pimpinan badan di MPR RI serta
pejabat terkait yang terlibat dalam kajian sistem
ketatanegaraan dan sosialisasi Empat Pilar MPR. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat dalam pendekatan dan
metodologi dalam tabel di bawah ini.
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Tabel 1

Pendekatan dan Metodologi Survei

No Pendekatan Jumlah Lokasi
1. Pendekatan 300 Responden 300 responden
kuantitatif dengan terdiri dari dari 77 universitas
Survei para ahli (Prof./Dr./Dosen yang memiliki
ahli/mahasiswa program studi atau
hukum tata negara) | jurusan Hukum
Tata Negara yang
terakreditasi A di
21 Provinsi
2. Pendekatan 25 orang Pimpinan | MPRRI
kualitatif dengan MPR RI dan
wawancara Pimpinan Badan di
mendalam MPR RI serta

pejabat terkait yang
terlibat dalam
kajian sistem
ketatanegaraan dan
sosialisasi empat
pilar MPR.

2. Studi Literatur

Dalam survei ini studi literatur dilakukan dalam rangka

untuk mendapatkan berbagai aspek dan variabel yang

akan dianalisis terkait dengan topik survei ini. Studi ini

melakukan review terhadap berbagai literatur misalnya

penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya.

Literatur utama yang lain adalah kepustakaan yang

terkait dengan masalah yang dikaji, termasuk di

dalamnya data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal
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dan media cetak. Sebagaimana penelitian lapangan pada
umumnya, literatur yang dikaji terbatas pada
menyediakan informasi mengenai konteks yang jelas
tentang UUD NRI Tahun 1945 khususnya bab 1, bab 2
danbab 3.

. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah satu metode riset yang
dimaksudkan untuk menelusuri secara lebih jauh
epifenomena yang terungkap melalui pengamatan, hasil
survei ataupun data-data sekunder. Wawancara
mendalam dalam studi ini menelusuri pandangan
sesorang narasumber yang dipandang memiliki
pengetahuan yang cukup mendalam tentang UUD NRI
Tahun 1945 khususnya bab 1, bab 2 dan bab 3.
Wawancara mendalam dilakukan kurang lebih terhadap
25 orang pimpinan MPR R], dan Pimpinan Badan di MPR
R], serta pejabat terkait yang terlibat dalam sosialisasi
empat pilar dan kajian sistem ketatanegaraan di MPRRI.

Dalam riset ini, wawancara mendalam dilakukan untuk
mendalami fenomena yang diperoleh dari hasil survei.
Pendalaman ini sebagian besar untuk menjawab
pertanyaan mengapa atas suatu peristiwa apa (peristiwa
atau fenomena tertentu). Pendalaman ini sekaligus
dapat menjadi semacam analisis terhadap fenomena
yang dimaksud.
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Metode yang digunakan untuk menganalisis hasil
wawancara mendalam dilakukan dengan cara membuat
kategori atas jawaban narasumber. Jawaban yang sama
dikelompokkan pada kategori yang sama. Dengan
demikian, akan diperoleh perspektif yang sama dan yang
berbeda antara satu narasumber dengan narasumber
yang lain. Dalam penyajian hasil laporan riset, beberapa
pernyataan narasumber dapat dikutip untuk

mempertegas analisis.

. Survei Ahli (Expert)

a. Populasi dan Representasi

Sebagaimana tujuan dari survei ini, survei
dimaksudkan untuk merepresentasi pendapat ahli
(expert) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia dan Praktik Kehidupan
Berbangsa dan Bernegara, serta implementasi dalam
peraturan perundang-undangan. Survei ini
merepresentasi opini dan sikap para ahli hukum tata
negara yang terdiri dari Guru Besar/Profesor, Doktor,
Dosen, dan Mahasiswa di Universitas yang memiliki
program studi ilmu hukum tata negara dengan
akreditasi A. Hasil survei ini diharapkan mewakili
subjek. Berdasarkan harapan ini, survei dilakukan
melalui memilih semua responden dengan metode
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non probabilitas (non random survey). Dengan
demikian, populasi survei adalah para ahli hukum tata
negara dari berbagai ragam kampus yang memiliki
program studi ilmu hukum dengan akreditasi nilai A.
Secara implisit dapat dikatakan bahwa unit analisis
surveiiniadalah individu ahli, bukan kelembagaan.

. Sampel dan Penentuan Responden

Responden yang ditetapkan oleh survei ini adalah
para ahli hukum tata negara di 77 universitas atau
perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu
hukum khususnya hukum tata negara yang
terakreditasi A. Dalam survei ini jumlah responden
ditentukan sebanyak 300 orang ahli hukum tata
negara yang tersebar di 21 provinsi di 77
universitas/perguruan tinggi baik negeri maupun
swasta. Distribusi jumlah sampel berdasarkan
provinsi disesuaikan dengan seberapa banyak
universitas atau perguruan tinggi hukum tata negara
yang terakreditasi A. Berdasarkan akreditas di BANPT
ada 51 universitas/perguruan tinggi yang memiliki
hukum tata negara dengan akreditasi A, selain itu ada
universitas/perguruan tinggi ilmu hukum yang
terakreditasi A. Di setiap universitas/perguruan
tinggi yang ilmu kukum tata negaranya teakreditasi A
jumlah responden sebanyak 5 orang ahli yang terdiri
dari Profesor, Doktor, Dosen dan Mahasiswa hukum
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tata negara. Sementara universitas/perguruan tinggi
ilmu hukum yang terakreditasi A terdiri dari 2
reponden yaitu Dosen Hukum Tata Negara dan
mahasiswa. Karena ada 9 universitas Muhammadiyah
yang menjadi sampel dalam survei ini, maka di
universitas muhammadiyah jumlah respondennya
berbeda 5 responden di 5 universitas dan 4
responden di 3 universitas. Hal ini dilakukan dalam
rangka supaya lebih menyebar dan lebih
representatif.

Agar dapat merepresentasi opini Ahli Hukum Tata
Negara, responden (sampel) dalam survei ini dipilih
secara tidak acak (non probability sampling). Cara
penentuan responden terpilih pada setiap
universias/perguruan Tinggi dilakukan dengan
metode snow ball. Dalam metode ini pewawancara
mencari calonresponden berdasarkan informasi awal
yang ada di universitas/perguruan tinggi di wilayah
kerjanya. Responden yang telah berhasil
diwawancarai kemudian dimintai informasi untuk
memperoleh calon responden lainnya demikian
seterusnya hingga mencapai target yang telah
ditetapkan. Responden sampel ini memilih secara
purposive terhadap ahli hukum tata negara yang
terdiri dari unsur di bawah ini:
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Tabel 2
Kategori Responden

No Kategori Responden Jumlah
1. Guru Besar/Profesor 33
2. Dosen 191
3. Mahasiswa 76

Dari 300 responden ahli hukum tata negara
didistribusikan kepada universitas/perguruan tinggi

yang tergambar dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3
Distribusi Responden berdasarkan Universitas
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a. Metode Pengumpulan Data

Data survei dikumpulkan dengan cara melakukan
wawancara secara online (Zoom, WA dan Telpon)
terhadap responden terpilih. Wawancara
menggunakan kuesioner yang ditulis dengan urutan
pertanyaan sekuensial. Dengan kata lain,
pengumpulan data dilakukan secara terstruktur
(structured interview). Wawancara dilakukan oleh
sejumlah interviewer. Agar tidak menimbulkan bias,
mereka dilatih terlebih dahulu selama satu hari.
Materi latihan antara lain memahami maksud dan
tujuan survei, keterampilan memilih responden dan

memahami setiap pertanyaan dalam kuesioner.

. Quality Control

Quality control dilakukan agar data yang diperoleh
dari hasil wawancara dapat dijamin reliabilitas dan
validitasnya. Kepastian ini diperlukan mengingat,
dalam pelaksanaannya, survei melibatkan banyak
orang dari peneliti, asisten peneliti hingga
interviewer. Prinsip dari quality control setidaknya
ada dua; pertama memastikan data diperoleh secara
benar, kedua semua elemen (orang) yang terlibat
dalam survei memiliki pemahaman yang sama atas
tujuan dan instrumen survei. Aspek yang dikontrol
antaralain:
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a. Kuesioner, dengan cara melakukan pre test,
terutama untuk melihat reliabilitas pertanyaan
terhadap satu konstruk tertentu.

b. Interviewer, dilakukan melalui rekrutmen
(menyeleksi mereka yang qualified) dan dengan
caramelatih selama satu hari

c. Kebenaran data, dilakukan melalui spotcheck,
yakni mengecek kembali 10% dari kuesioner yang
telah diwawancarakan. Pengecekan dengan cara
mendatangi kembali responden untuk
memastikan apakah wawancara dilakukan dengan
prosesyang benar atau tidak.

. Analisis

Ada dua aspek analisis yang digunakan dalam
memperlakukan data survei: Pertama, analisis
kecenderungan atas indikator tertentu. Analisis ini
dilakukan dengan cara memperbandingkan proporsi
antara satu value dengan value yang lain. Kedua,
analisis perbandingan antar variabel. Analisis ini
dilakukan dengan cara meng-crostabulasi dua
variabel. Dengan metode analisis ini diperoleh
informasi perbedaan antara satu variabel dengan
variabel yanglain. Adapun instrumen yang digunakan
untuk mengolah data adalah soft ware SPSS. Soft ware
ini sangat praktis dan dapat mengolah data secara
cepat.
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E. Lokasidan Jadwal Survei

Lokasi kegiatan survei Ahli (Expert) Hukum Tata Negara ini
diselenggarakan di 77 universitas di 21 provinsi di
Indonesia khususnya universitas yang memiliki program
studi atau jurusan Hukum Tata Negara yang terakreditasi A.
Kegiatan survei ini dilakukan dalam kurun waktu 90
(sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak persetujuan
resmi kegiatan ini. Jadwal kegiatan disusun oleh pelaksana
surveiini setidaknya mencakup aspek:

Tabel 4
Time Line Survei
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F. Responden SurveiAhli (Expert)

Hasil survei menunjukkan bahwa Survei ini berhasil
melakukan wawancara kepada 300 responden ahli
(exspert) hukum tata negara di 21 provinsi yang tersebar di
77 universitas/perguruan tinggi negeri maupun swasta
yang memiliki program studi ilmu hukum khususnya
hukum tata negara yang terakreditasi A. Ahli hukum tata
negara yang berhasil diwawancara dalam survei ini terdiri
dari kategori professor hukum tata negara (Guru Besar)
sebanyak 11%, Dosen 64% dan mahasiswa 25%. Dosen
Ahli Tata Negara mayoritas berpendidikan S3 dan bagian
kecil berpendidikan S2. Sementara mahasiswa terdiri dari
mahasiswa semester akhir strata 1 dan sebagian kecil
mahasiswa pasca sarjana. Kategori ahli reponden dapat
dilihatdalam tabel 1 di bawah ini.

Grafik 1
Kategori Ahli Responden

Guru Besar/Profesor - 11

Mahasiswa - 25
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Para professor hukum tata negara (Guru Besar), Dosen dan
mahasiswa yang menjadi responden survei ini tersebar di
berbagai universitas/perguruan tinggi baik negeri maupun
swasta. Responden di Universitas/perguruan tinggi negeri
yang menjadi sampel dalam survei ini sebanyak 42% dan
responden di Universitas/perguruan tinggi swasta
sebanyak 58%. Dengan demikian responden lebih banyak
di universitas/perguruan tinggi swasta dibandingkan
negeri seperti yang tergambar dalam grafik 2 dibawah ini:

Grafik 2
Status Universitas/Perguruan Tinggi Responden

Swasta Negeri

58%

Dilihat dari jenis kelaminnya, survei ini berhasil melibatkan
69% responden laki-laki dan 31% responden perempuan.
Data di bawah ini memperlihatkan bahwa responden laki-
laki jauh lebih banyak dibandingkan dengan perempuan
sepertiyang tergambar dalam grafik 3 berikut.
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Grafik 3
Jenis Kelamin Responden

Perempuan Laki-laki
31% 69%

Dari segi usia, survei ini mengelompokkan usia responden
dalam lima kategori, yaitu di bawah 20 tahun hanya 1%,
usia dalam rentang 20 sampai dengan 29 tahun sebanyak
30,8%, usia antara 30 tahun sampai dengan 39 tahun
sebanyak 21,1%, usia antara 40 tahun sampai dengan 49
tahun sebanyak 14,7%, dan usia 50 tahun ke atas sebanyak
32,4%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik 4 di

bawah ini.
Grafik 4
Usia Responden

30,8% 32,4%

21,1%
14,7%
1‘0% I
—

<20 tahun 20-29 tahun 30-39 tahun 40-49 tahun >50 tahun
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Sebaran responden dilihat dari segi agama dapat
menjangkau 5 agama di Indonesia. Sebagaian besar
responden beragama Islam sebanyak 81,6%, Protestan
8,7%, Katolik 5%, Hindu 3,3%, Budha 0,7% dan sisanya
0,7% lainnya yang mengaku penganut kepercayaan seperti
yang tergambar dalam grafik 5 dibawah.

Grafik 5
Agama Responden

tare | . %
Protestan - 8,7%
Katolik . 5%
Hindu . 3,3%
Budha | 0.7%

Lainnya I 0,7%

Bab 1: Pendahuluan

37



38

Endnote:

10

11

Denny Indrayana, Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran
(Mizan Pustaka, 2007); Moh Mahfud MD, Perdebatan hukum tata negara pasca
amandemen konstitusi (LP3ES, 2007); Jimly Asshiddiqie, “Kemungkinan
Perubahan Kelima UUD 1945” (Rapat Koordinasi di Kantor Menko Polkam,
Jakarta,2011).

Indrayana, Amandemen UUD 1945.

Ma'ruf Cahyono, Wawancara Mendalam dengan Sekjend MPR RI tentang
Evaluasi Pelaksanaan Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945 dalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia, Desember 2020.

antaranews.com, “Ketua DPR: amandemen UUD 1945 tidak saat ini,” Antara
News, 1 Februari 2018, https://www.antaranews.com/berita/682440 /ketua-
dpr-amandemen-uud-1945-tidak-saat-ini; antaranews.com, “Surya Paloh
sebut amendemen UUD 45 perlu dikaji,” Antara News, 14 Agustus 2019,
https://www.antaranews.com/berita/1011242/surya-paloh-sebut-
amendemen-uud-45-perlu-dikaji.

antaranews.com, “PDIP: Amendemen UUD 45 Ancam Eksistensi Negara
Kesatuan RI,” Antara News, 16 Mei 2007,
https://www.antaranews.com/berita/63033/pdip-amendemen-uud-45-
ancam-eksistensi-negara-kesatuan-ri.

Yana Indrawan, Wawancara Mendalam dengan Kepala Biro Pengkajian MPR RI
tentang Evaluasi Pelaksanaan Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945 dalam
Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Desember 2020.

“MPR Resmikan Pembentukan Badan Pengkajian,” hukumonline.com, 6 Juli
2015, https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t559a5b77be097 /mpr-
resmikan-pembentukan-badan-pengkajian/.

Badan Pengkajian MPR Rl dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
Universitas Jenderal Soedarman, Survei Nasional: Evaluasi Pelaksanaan
Undanga-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ed. oleh Tomi
Andanadan Siti Aminah (Jakarta: Badan Pengkajian MPRRI,2018).

Badan Pengkajian MPR RI dan Pusat Studi Konstitusi dan Ketatapemerintahan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Laporan Akhir Kajian
Akademik Evaluasi Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945: Bentuk dan Kedaulatan,
Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Kekuasaan Pemerintahan Negara, 2020.
Jimly Asshiddiqie, “Institut Peradaban dan Gagasan Penguatan Sistem
Pemerintahan” (Peluncuran Institut Peradaban di Jakarta, Jakarta, 2012),
http://www.jimly.com/makalah /namafile/123/SISTEM_PRESIDENTIL.pdf;
Taufic Syahri Layn, “Politik Hukum mempertegas Sistem Presidensial dalam
Perubahan UUD 1945” (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia (Ull), 2014).
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Panduan Pemasyarakatan Perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan
Majelis Permuyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Jakarta: Sekertariat
Jendral MPRRI, 2012).

Bab 1: Pendahuluan



BABII
NEGARA KESATUAN, KEDAULATAN RAKYAT,
DAN NEGARA HUKUM
(BAB 1 UUD NRI TAHUN 1945)

Pada bagian ini akan dideskripsikan temuan hasil survei
Pendapat Ahli (Expert) terkait Bab 1 UUD NRI Tahun 1945
yang terdiri dari tiga pasal. Bab 1 berisi tentang negara
kesatuan, kedaulatan, dan negara hukum. Pada amendemen
ketiga UUD NRI Tahun 1945 di tahun 2001, terjadi perubahan
pada Pasal 1 Ayat (2) dan penambahan ayat (3). Pasal 1 Ayat
(2) berubah menjadi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan
Pasal 1 Ayat (3) berbunyi “Negara Indonesia adalah negara
hukum.”

A. Negara Kesatuan

Bentuk negara kesatuan dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (1)
yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan,
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yang berbentuk Republik.” Menurut ahli hukum tata negara
ayat ini harus dikaitkan dengan Pasal 37 Ayat (5) UUD NRI
1945 yang berbunyi “Khusus mengenai bentuk Negara
Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan
perubahan.” Ini artinya pembentuk UUD 1945 tidak
menghendaki bentuk NKRI diubah kecuali jika MPR
mengubah ketentuan Pasal 37 UUD NRI11945.*

Pasal 1 Ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut harus pula dikaitkan
kembali dengan Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015
dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD NRI
1945. Dalam pertimbangan hukumnya MK menyatakan
bahwa pembentukan negara Indonesia adalah hasil sebuah
kompromi yang menjadi kesepakatan nasional. Salah satu
dari kesepakatan nasional tersebut adalah
mempertahankan NKRI yang berbentuk republik sebagai
bentuk negara sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1
Ayat (1) di atas. Prinsip NKRI dimuat lima kali dalam UUD
1945 yakni Pasal 1 Ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B Ayat (2),
Pasal 25A, dan Pasal 37 Ayat (5) UUD 1945. Jadi berkenaan
dengan bentuk negara, NKRI secara konstitusional telah
dinyatakan bersifat final.>

Meskipun demikian, Pakar Tata negara, Jimly Asshiddiqie,
menilai rumusan Pasal 1 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
tersebut mempunyai kelemahan dalam hal pengertian
“bentuk negara” yang tidak dibedakan dari pengertian
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“bentuk pemerintahan”. Jika yang dibicarakan adalah
bentuk negara maka yang dibahas adalah bentuk organ
atau organisasi negara itu sebagai keseluruhan. Namun jika
yang dibahas bukan bentuk organnya, melainkan bentuk
penyelenggaraan pemerintahan atau bentuk pe-
nyelenggaraan kekuasaan maka istilah yang lebih tepat

digunakan adalah “bentuk pemerintahan”.?

Dalam penelitian ini, para ahli (expert) secara khusus
ditanyakan terkait dengan relevansi negara kesatuan bagi
Indonesia saat ini dan di masa depan, peluang penyesuaian
(amendemen) bentuk negara kesatuan, dan perbedaan
pengaturannya lebih spesifik jika dibanding dan dikaitkan
dengan bentuk pemerintahan negara. Mengenai relevansi
negara kesatuan bagi Indonesia, hampir semua responden
ahli (92,3%) menyatakan bahwa negara kesatuan masih
relevan dengan perkembangan Indonesia hari ini dan masa
depan (lihat Grafik 6 di bawah ini).
Grafik 6.
Relevansi Negara Kesatuan dengan Perkembangan Indonesia

Hari Ini dan Masa Depan (n=300)
Tidak
7.7%

Ya
92.3%
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Dari92,3% responden ahli di atas mayoritas menilai negara
kesatuan masih relevan karena alasan realitas keragaman
dan historis. Hampir separuh (48,3%) menekankan alasan
karema Indonesia negara yang beragam secara etnis, ras,
agama, dan budaya. Lebih dari sepertiga (36,4%)
menjawab karena para pendiri negara sudah
mengamanahkan negara kesatuan. Selebihnya menyebut
karena Indonesia negara kepulauan (15,3%). Grafik 7
menunjukkan alasan-alasan para responden yang
menjawab negara kesatuan masih relevan untuk Indonesia
kini dan masa yang akan datang.

Grafik 7
Faktor-Faktor atau Argumentasi yang Menjadikan
Bentuk Negara Kesatuan Relevan (n=280)

48,3%
36,4%
15,3%
Realitas keragaman Alasan historis, para Indonesia adalah
etnis, ras, agama dan pendiri bangsa sudah negara kesatuan
budaya di Indonesia mengamankan negara

kesatuan
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Sementara sepakat dengan prinsip negara kesatuan, para
ahli berdebat tentang penerapannya dalam kerangka
otonomi daerah. Sebagian menilai kebijakan-kebijakan
pemerintah pusat hari ini bertendensi sentralistik.
Menanggapi perdebatan ini, Tifatul Sembiring, anggota MPR
yang sekaligus anggota Komisi VII DPR 2019-2024, menilai
bahwa Pasal 1 Ayat (1) UUD NRI 1945 memang harus
dikaitkan dengan prinsip pemerintahan daerah yang
dimuat dalam Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal 18
berbunyi bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia
dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu
dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,
kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang
diatur Undang-Undang”. Tifatul menegaskan bahwa pada
hakekatnya negara kesatuan bersifat tunggal, artinya hanya
ada satu negara, tidak ada negara dalam negara. Namun
demikian negara kesatuan Indonesia menganut sistem
desentralisasi, dimana penyelenggaraan pemerintahan
tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat tapi juga
oleh satuan pemerintahan daerah yang diberi kewenangan
yang besar untuk mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri.*

Namun dalam konteks NKRI, Tifatul menegaskan bahwa
pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan
setiap pelaksanaan otonomi tersebut kepada pemerintah
pusat. Hal itu bertujuan mengefektifkan pelaksanaan
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hubungan kewenangan antara pusat dan daerah yang baik.
Oleh karenanya pengawasan terhadap hal tersebut harus
kuat, dimana Dewan Perwakilan Daerah harus berperan
lebih aktif dalam mengawasi daerah, dan hubungannya
dengan Pemerintah Pusat sebagaimana diatur Pasal 22D
Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.°

Senada dengan Tifatul, Lestari Moerdijat, Wakil Ketua MPR,
menyebutkan bahwa jika kebijakan yang diambil
pemerintah pusat dalam konteks negara kesatuan
dianggap terlalu sentralistik sesungguhnya amatlah
berlebihan. Menurutnya, daerah telah diberikan
kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan,
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 Ayat (5) UUD NRI
Tahun 1945 dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Bahkan dalam pelaksanaan
penyerahan kewenangan dilaksanakan oleh organ
pemerintah daerah, bukan oleh organ pusat (vertikal).
Merupakan sebuah kewajiban bagi organ pemberi
kewenangan (pusat) melakukan monitoring dan
pengawasan agar efektivitas pemerintahan berjalan secara
kondusif. Pengawasan bertujuan menilai apakah
kewenangannya dipergunakan sebagaimana mestinya oleh
penerima wewenang (dalam hal ini pemerintahan daerah)
atau sebaliknya.®
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Berbeda dengan pendapat kedua pimpinan MPR RI di atas,
Fahira Idris, yang merupakan Wakil Ketua Dewan
Perwaikilan Daerah (DPD) mengkritik pelaksanaan
desentralisasi. Menurutnya, kebijakan desentralisasi dan
otonomi daerah yang berlangsung di Indonesia masih
setengah hati. Pada tingkat kerangka dasar, tegasnya, masih
terdapat pola tak beraturan antara sentralisasi dan

desentralisasi dalam menyusun paradigma otonomi
daerah.”

Selain diskusi tentang relevansi negara kesatuan dengan
otonomi daerah, para ahli juga ditanyakan tentang
kemungkinan dilakukan perubahan bentuk negara
kesatuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (1)
UUD NRI 1945. Menyikapi pertanyaan ini para ahli
cenderung terbelah antara setuju dan tidak setuju. Namun,
mereka yang tidak setuju jumlahnya agak lebih banyak
(54%) daripada yang setuju (46%), sebagaimana yang

terlihat pada grafik 8 dibawah ini.

Grafik 8.
Kemungkinan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
Dilakukan Perubahan (n =300)

Ya

Tidak 46.00%

54.0%
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Perbedaan persepsi ini dapat dimengerti karena terkait
dengan perbedaan perspektif dalam menangkap
pertanyaan di atas. Mereka yang tidak setuju tampaknya
lebih mengacu kepada alasan normatif, sedangkan yang
setuju berangkat dari fakta bahwa konstitusi pada dasarnya
hasil kesepakatan obyektif rakyat Indonesia. Dalam menilai
apakah norma konstitusi dapat menjamin dipertahankan-
nya bentuk negara kesatuan, mayoritas justru mengatakan
“dapat menjamin”. Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik
9 di bawah ini, mayoritas para ahli (65,1%) menyatakan
bahwa Pasal 37 Ayat (5) dapat dijadikan jaminan
dipertahankannyabentuk negara kesatuan.
Grafik 9

Pasal 37 Ayat (5) Dapat Dijadikan Jaminan
Dipertahankannya Bentuk Negara Kesatuan (n=300)

Tidak

34.9%

Ya
65.19%

Terdapat perbedaan penggunaan nomenklatur negara
kesatuan pada Pasal 1 Ayat (1) dengan Pasal 37 Ayat (5).
Pasal 1 Ayat (1) berbunyi “negara Indonesia ialah negara
kesatuan yang berbentuk republik,” sedangkan Pasal 37
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Ayat (5) berbunyi “Khusus mengenai bentuk Negara
Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan
perubahan.” Apakah perbedaan pemakaian nomenklatur
bermakna inkonsistensi sehingga dapat menimbulkan
perbedaan tafsir? Mayoritas responden (64%) menjawab
tidak ada inkonsistensi pemakaian nomenklatur.
Sedangkan sisanya (36%) menjawab terdapat
inkonsistensi pemakaian nomenklatur. Bagi yang
menjawab tidak ada inkonsistensi karena dalam kerangka
konseptual ketatanegaraan istilah “kesatuan” lazim
dipahami mengacu kepada bentuk negara, sedangkan
istilah “republik” mengacu kepada bentuk pemerintahan.
Namun bagi yang menjawab terdapat inkonsistensi
beralasan bahwa penggunaan istilah yang tidak tegas dapat
menyulitkan masyarakat umum memahami konteks dari
masing-maisngistilah.

Selanjutnya kepada yang menjawab terdapat inkonsistensi
(36%) ditanyakan apakah perlu ada penyesuaian
(amendemen) terhadap bunyi Pasal 1 Ayat (1). Sebagian
(53%) menjawab perlu, sebagian lagi (47%) menjawab
tidak perlu. Kepada mereka yang menjawab perlu,
ditanyakan apakah mereka setuju bila Pasal 1 Ayat (1)
dipecah menjadi 2 Ayat untuk membedakan dengan tegas
bentuk negara dengan bentuk pemerintahan. Mayoritas
(87%) menyatakan setuju, sebagaimana tergambar dalam
grafik 10.
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Grafik 10
Usulan Pasal 1 Ayat (1) Dipecah Menjadi 2 Ayat untuk

Membedakan dengan Tegas Bentuk Negara dengan Bentuk

Pemerintahan (n=57)

Tidak Setuju

Setuju
87.0%

Dari 87% responden ahli yang menjawab setuju Pasal 1 Ayat (1)
dipecah menjadi 2 ayat, diajukan pertanyaan usulan Pasal 1 Ayat
(1) menjadi: “Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
adalah kesatuan.” Terhadap pertanyaan tersebut mayoritas
responden yang khusus mendapatkan pertanyaan diatas
(82,6%) menyatakan setuju dengan bunyi usulan Pasal 1 Ayat (1)
tersebut (Lihat Grafik 11). Dan pertanyaan usulan lanjutan
pecahan dari Pasal 1 adalah Pasal 1 Ayat (2) menjadi: “Bentuk
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah
republik”. Tidak jauh berbeda dengan usulan Pasal 1 Ayat (1),
mayoritas (87%) menerima usulan tersebut (Lihat Grafik 12).
Namun, demikian perlu digarisbawahi, pendapat yang setuju
dengan amendemen Pasal 1 Ayat (1) jumlahnya kurang dari 20%

dari total responden, sedangkan yang setuju dengan usulan
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perubahan seperti yang disampaikan di atas lebih sedikit lagi,
yaitu kurang dari 15%.

Grafik 11
Pasal 1 Ayat (1) Menjadi: “Bentuk Negara Kesatuan Republik

Indonesia adalah Kesatuan” (n=50)

Tidak Setuju
17.4%

Setuju
82.6%

Grafik 12
Pasal 1 Ayat (2) menjadi: “Bentuk Pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia adalah Republik” (N=50 dari total
responden 300)

Tidak Setuju
13.0%

Setuju
87.0%
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B. Kedaulatan Rakyat

Menurut Janedjri M. Gaffar, amendemen UUD 1945 telah
membawa berbagai perubahan mendasar dalam praktik
ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu hasil perubahan
UUD 1945 yang mendasar tersebut terdapat dalam Pasal 1
Ayat (2). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa
kedaulatan yang dianut dalam UUD 1945 adalah
kedaulatan rakyat. Dari sisi pemahaman kedaulatan rakyat,
kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang dibatasi
oleh kesepakatan bersama yang mereka tentukan sendiri
secara bersama-sama. Kesepakatan tersebut dituangkan
dalam aturan hukum yang berpuncak pada rumusan
konstitusi sebagai produk kesepakatan tertinggi dari
seluruh rakyat.® Sebelum perubahan, kedaulatan rakyat
dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR sebagai lembaga
tertinggi negara. Namun setelah amendemen, kedaulatan
rakyat dilaksanakan menurut UUD, sehingga MPR tidak lagi
menjadi lembaga tertinggi negara, tapi menjadi salah satu
lembaga negara yang posisinya setara dengan lembaga
negara lainnya seperti DPR, DPD, Presiden, MK, MA, dsb.

Pertanyaannya, dari lembaga-lembaga negara yang ada
siapa sebenarnya yang dianggap paling merepresentasikan
kedaulatan rakyat? Mayoritas responden ahli menjawab
bahwa secara berurutan DPR, MPR, DPD dan Presiden
merupakan lembaga negara yang merepresentasikan
kedaulatan rakyat. Hanya sebagian responden (kurang dari
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60%) yang berpendapat bahwa secara berurutan MK, MA,
BPK, dan KY juga merupakan lembaga negara yang
merepresentasikan kedaulatan rakyat (Lihat Tabel 1 di
bawah ini). Tampaknya perspektif keterwakilan dan
keterpilihan oleh rakyat menjadi dasar para pakar tata
negara menilai DPR, MPR, DPD dan Presiden sebagai
cerminan dari kedaulatan rakyat. Sedangkan lembaga-
lembaga yang disebut kedua (MK, MA, BPK, dan KY) dinilai
tidak mencerminkan keterwakilan dan keterpilihan dari
rakyat secaralangsung.
Tabel 5

Pelaksana Sesungguhnya Kedaulatan Rakyat
Berdasarkan Interpretasi Pasal 1 Ayat (2) (n=300)

Pernyataan

1. Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) 80,9% 19,1%
2. Presiden 78,7% 21,3%
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 87% 13%

4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 80,3% 19,7%
5. Mahkamah Agung (MA) 54,2% 45,8%
6. Mahkamah Konstitusi (MK) 582% 41,8%
7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 43,5% 56,5%
8. Komisi Yudisial (KY) 42,3% 57,7%
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Selain kelembagaan negara, ditanyakan juga sejumlah UU
yang dipersepsikan mencerminkan pelaksanaan
kedaulatan rakyat, yaitu UU No. 7 Tahun 17 tentang
Pemilihan Umum (Pemilu); UU No. 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan UU No. 16 Tahun
17 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang
Organisasi Kemasyarakatan Menjadi UU; dan UU No. 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). Mayoritas
responden ahli (63,4%) menjawab bahwa ketiga UU
tersebut belum cukup untuk mencerminkan pelaksanaan
kedaulatan rakyat berdasarkan interpretasi Pasal 1 Ayat (2)
UUD NRITahun 1945. Selebihnya (36,6%) menjawab sudah
cukup.
Grafik 13
UU Pemilu, UU Ormas, dan UU MD3 Sudah Cukup

Mencerminkan Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat (n=300)

Sudah Cukup

36.6%

Terkait dengan subyek pelaksana kedaulatan rakyat,

Belum Cukup
63.4%

mayoritas responden (63,3%) menyatakan bahwa subyek
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pelaksana kedaulatan rakyat sudah jelas, sedangkan

sisanya (36,7%) menjawab tidakjelas.
Grafik 14
Kejelasan Subyek Pelaksana Kedaulatan Rakyat
Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) (n=300)

Tidak Jelas
36.7%
Jelas
63.3%

Dari 36,7% responden ahli yang menjawab bahwa subyek
pelaksana kedaulatan rakyat tidak jelas, cukup banyak
(80,4%) yang menjawab bahwa subyek pelaksana
kedaulatan rakyat perlu dinyatakan dalam UUD NRI Tahun
1945.

Grafik 15
Subyek Kedaulatan Rakyat Perlu Dinyatakan dalam UUD

(n=110)

Tidak Perlu
19.6%
Perlu
‘ ’ 80.4%

Bab 2: Negara Kesatuan, Kedaulatan Rakyat, dan Negara Hukum

53



54

Kepada 88 orang responden ahli yang menjawab setuju
terhadap pertanyaan di atas juga ditanyakan lembaga
negara mana saja (dari 8 lembaga negara) yang perlu
disebutkan atau dimunculkan sebagai subyek pelaksana
kedaulatan rakyat dalam UUD NRI Tahun 1945. 8 lembaga
negara tersebut adalah Majelis Permusyarawatan Rakyat
(MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan
Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Agung
(MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK), dan Komisi Yudisial (KY). Jawabannya
bersifat multiple response. Empat lembaga negara yang
dinilai subyek kedaulatan negara yang perlu disebutkan
dalam UUD NRI Tahun 1945 secara berturut-turut adalah
MPR (20,7%), DPR (15,7%), DPD (12,7%), dan Presiden
(11%). Namun demikian, harus dikatakan bahwa 20,7%
(MPR) diambil dari pendapat 88 orang atau 29% dari total
responden yang berjumlah 300 orang. Kalau dibagi kepada
seluruh responden maka jumlah tersebut tidak lebih dari
6%.
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Grafik 16
Lembaga yang Perlu Dimunculkan sebagai Subyek Pelaksana

Kedaulatan Rakyat (n=88)
KY W 07%
BPK Il 1.0%
MK I 33%
MA I 3.7%
Semuanya [N 5.7%
Presiden [N 11.0%
DPD I 12.7%
DPR I 15.7%

MPR I, 20.7%

Grafik 17.
Jika Kedaulatan Rakyat Dikembalikan kepada Konsep Awal

sebelum Amendemen UUD (Dilakukan Sepenuhnya oleh MPR)
(n=300)

Setuju
19.7%

Tidak Setuju
80.3%
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Para responden ahli yang setuju jika kedaulatan rakyat
dikembalikan kepada konsep awal sebelum amendemen
UUD (19,7%) mengungkapkan tiga alasan. Pertama, agar
pelaksana kedaulatan rakyat menjadi jelas (31%), kedua,
MPR adalah lembaga tinggi negara yang paling tepat
merepresentasikan kedaulatan rakyat (29,3%), dan ketiga,
diperlukan lembaga yang bisa mewakili kedaulatan rakyat
(25,9%) (Lihat grafik 18). Selebihnya (13,8%) menjawab
“lainnya”, yaitu butuh penyeimbang agar ada proses check
and balances, dan agar tupoksi (tugas pokok dan fungsi)
MPRjelas.
Grafik 18
Alasan Setuju Jika Kedaulatan Rakyat Dikembalikan kepada
Konsep Awal sebelum Amendemen UUD (Dilakukan
Sepenuhnya oleh MPR) (n=59)

31.0% 29.3%

I I 25.9%

13.8%

Agar pelaksana  MPR adalah lembaga Diperlukan lembaga Lainnya
kedaulatan rakyat tinggi negarayang yang bisa mewakili
menjadi jelas paling tepat kedaulatan rakyat
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Mereka yang menyatakan tidak setuju (80,3%)
mengedepankan beberapa alasan. Pertama, menghindari
adanya super body dalam sistem ketatanegaraan di
Indonesia (32,7%); kedua, karena rumusan asal Pasal 1
Ayat (2) tidak mengandung prinsip check and balances
(15%); tiga, karena tidak sesuai dengan amanat reformasi
(12,7%); dan keempat, untuk melaksanakan sistem
presidensiil secara murni (10%). Sisanya (9,3%) menjawab
lainnya, yaitu menjamin supremasi konstitusi, perlu ada
pembagian kekuasaan, supaya tidak terjadi
penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), harus
konsisten dengan sistem demokrasi perwakilan, hingga
kekekhawatiran jika hal tersebut dilakukan maka MPR
akan mereduksi kesepakatan bahwa kedaulatan tertinggi
ada di tangan rakyat dan dengan demikian dapat
berpengaruh kepada integritaslembaga perwakilan rakyat.
Grafik 19
Alasan Tidak Setuju Jika Kedaulatan Rakyat dikembalikan

kepada Konsep Awal sebelum Amendemen UUD (Dilakukan
Sepnenuhnva oleh MPR) (n=241)

Lainnya 9.3%

Melaksanakan sistem presidensil secara -

0y
murni 10.0%

Karena tidak sesuai de_ngan amanat _ 12.79%
reformasi
Karena rumusan awal Pasal 1 ayat (2) tidak
mengandung prinsip check and balances
Menghindari adanya super body dalam
- tndoncsis NN, -
sistem ketatanegaraan di Indonesia
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C. Negara Hukum

Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang merupakan hasil
perubahan ketiga (2001) berbunyi, “Negara Indonesia
adalah negara hukum”.® Menurut Bagir Manan (2004: 62),
negara hukum yang dimaksud ialah negara yang
menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan
kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang
tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel). Paham negara
hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1
Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 berkaitan erat dengan paham
negara kesejahteraan (welfare state) atau paham negara
hukum materil sesuai dengan bunyi alinea keempat
Pembukaan dan ketentuan Pasal 34 UUD NRI1 1945.%°

Terkait dengan konsep negara hukum, muncul pertanyaan
bagaimana hubungan Pancasila dengan UUD NRI Tahun
1945 sementara di dalam UUD NRI Tahun 1945
nomenklatur “Pancasila sebagai Sumber dari Segala
Sumber Hukum” tidak ditemukan dalam batang tubuh
konstitusi. Ketentuan mengenai “Pancasila” sebagai
sumber dari segala sumber hukum” justru terdapat dalam
Undang-Undang yang kedudukannya secara hirarki berada
di bawah UUD NRI Tahun 1945, yaitu di dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (PPP). Pasal 2 UU tersebut
menyebutkan “Pancasila merupakan sumber segala
sumber hukum negara”. Dalam penjelasan diuraikan bahwa
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“Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber
hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan UUD NRI
Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan yang Maha
Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan
Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyatIndonesia”.

Pertanyaannya apakah perlu jika penegasan Pancasila
sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia
dicantumkan dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya
dalam Pasal 1 Ayat (3)? Sebagian besar, walaupun
mayoritas kecil, menjawab tidak perlu (56,3%). Sisanya
(43,7%) menjawab perlu, sebagaimana dalam Grafik 20 di
bawah ini.

Grafik 20
Penegasan bahwa Pancasila adalah Sumber dari Segala Sumber
Hukum Dimasukkan ke dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun
1945 (n=300)

Perlu
43.7%

Tidak Perlu
56.3%
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Kepada mereka yang menjawab perlu (43,7%), diajukan
dua pilihan usulan perubahan. Pertama, redaksi Pasal 1
Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 diubah menjadi “Negara
Indonesia adalah negara hukum, yang berdasarkan
Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945”. Kedua, redaksi awal
Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 tetap, tapi ditambahkan satu
ayat baru (yaitu Ayat 4) dengan bunyi “Sumber dari segala
sumber hukum adalah Pancasila”. Yang memilih usulan
perubahan pertama cukup banyak, yaitu 80,9% (lihat
Grafik 21). Usulan perubahan pertama berbunyi, “Negara
Indonesia adalah negara hukum, yang berdasarkan
Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945”. Sedangkan yang
memilih usulan perubahan kedua lebih sedikit, yaitu 61,5%
(lihat Grafik 22). Pilihan kedua, Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI
Tahun 1945 tetap, tapi ditambahkan satu ayat baru (Ayat 4)
dengan bunyi “Sumber dari Segala Sumber Hukum adalah
Pancasila”. Namun, perlu dicatat bahwa pendapat yang
mendukung usulan perubahan dengan model pertama
hanya disetujui oleh lebih sepertiga (35%) dari total
responden. Sedangkan pendapat yang kedua didukung oleh
lebih dari % (26%) total responden yang berjumlah 300
orang.

Bab 2: Negara Kesatuan, Kedaulatan Rakyat, dan Negara Hukum



Grafik 21
Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 diubah menjadi: “Negara

Indonesia adalah negara hukum, yang berdasarkan Pancasila
dan UUD NRI Tahun 1945” (n=131)

Tidak Setuju
19.1%

Setuju
80.9%

Grafik 22
Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tetap, tapi Ditambahkan
Satu Ayat Lagi (Ayat 4) dengan Bunyi “Sumber dari Segala
Sumber Hukum adalah Pancasila” (n=169)

Tidak Setuju
38.5%
Setuju
61.5%

Para responden yang menjawab tidak setuju penegasan
(n=115), mengajukan beberapa alasan (Lihat Grafik 23).
Lebih dari separuhnya (53%) mengatakan bahwa semangat
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Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara
sudah tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945.
Sedangkan lebih dari sepertiganya (36,5%) menjawab
karena Pancasila sebagai norma dasar
(staatfundamentalnorm) merupakan landasan filsafat
hukum, sehingga tidak perlu dirumuskan secara tegas dalam
satu aturan hukum. Adapun sisanya (10,5%) dari mereka
yang menjawab tidak perlu menilai bahwa hal tersebut dapat
mereduksi makna Pancasila sebagai falsafah hidup
berbangsa dan bernegara sebagai sebatas bentuk teori-teori
hukum.
Grafik 23
Alasan Tidak Perlu Ada Penegasan bahwa Pancasila adalah

Sumber dari Segala Sumber Hukum Dimasukkan ke dalam Pasal
1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 (n=115)

Mereduksi makna Pancasila sebagai falsafah hidup
berbangsa dan bernegara sebagai sebatas bentuk 10.5
teori-teori hukum

Pancasila sebagai norma dasar
(staatfundamentalnorm) merupakan landasan
filsafat hukum, sehingga tidak dirumuskan secara
tegas dalam satu aturan hukum

Semangat Pancasila sebagai falsafah hidup
berbangsa dan bernegara sudah tertuang dalam _ 53

pembukaan UUD NRI Tahun 1945

Sebagaimana diketahui, ketentuan mengenai hierarki
peraturan perundang-undangan tidak diatur di dalam UUD
NRI 1945, melainkan hanya diatur di dalam Undang-
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Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
yang secara hierarki berada di bawah UUD NRI Tahun 1945.
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut
menyebutkan bahwa Jenis dan hierarki Peraturan
Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Di dalam Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, yang dimaksud dengan
hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan
perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa
Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tidak
boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-
Undangan yang lebih tinggi. Terkait dengan hal tersebut,
para responden ahli diminta opininya mengenai apakah
perlu materi urutan Peraturan Perundang-Udangan
sebagaimana diatur pada UU No 12 Tahun 2011 di atas
dimasukkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Mayoritas (72%)
tidak setuju kalau materi urutan Peraturan Perundang-
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Undangan dimasukkan ke dalam UUD NRI Tahun 1945.
Sisanya (28%) menjawab setuju (Lihat Grafik 24 di bawah
ini).

Grafik 24
Memasukkan Materi Urutan Peraturan Perundang-Undangan
dalam UUD NRI Tahun 1945 (n=300)

Tidak Perlu
72.0%

Perlu
28.0%

Dari 28% responden yang menjawab perlu, diminta
mengajukan alasan. 42% responden menjawab untuk
mempertegas posisi UUD NRI Tahun 1945 sebagai
staatgrundgesetz dalam hierarki peraturan perundang-
undangan di Indonesia. Lebih dari 1/4 menjawab untuk
memberikan kepastian hukum terkait peraturan
perundang-undangan di Indonesia yang sesuai dengan
semangat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Kurang dari
1/4 menjawab bahwa secara logika hukum, seharusnya
posisi UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma dasar dan
hukum tertinggi ditempatkan di Undang-Undang Dasar.
Sisanya 5% menjawab lainnya yang mengacu kepada ide
bahwa hal tersebut bisa berfungsi sebagai alat uji peraturan
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perundang-undangan lainnya yang secara hierarkis di
bawah UUD NRI Tahun 1945.

Grafik 25
Alasan Perlu Memasukkan Materi Urutan Peraturan
Perundang-Undangan dalam UUD NRI Tahun 1945 (n=80)

Untuk memberikan kepastian hukum terkait
peraturan perundang-undangan di
Indonesia yang sesuai dengan semangat
Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

Secara logika hukum, seharusnya posisi UUD

NRI Tahun 1945 sebagai norma dasar dan 288
hukum tertinggi ditempatkan di Undang- i

Undang Dasar

425

Untuk mempertegas posisi Undang Undang

Dasar NRI Tahun 1945 sebagai
. . 23.7
staatgrundgesetz dalam hirarki peraturan

perundang-undangan di Indonesia

lainnya . 5

Responden yang menjawab tidak perlu juga diminta untuk
mengajukan alasan. 1/3 responden menjawab karena
hierarki peraturan perundang-undangan merupakan
norma yang bersifat teknis. Hampir 1/3 lainnya menjawab
UUD NRI Tahun 1945 harusnya hanya memuat norma-
norma yang sifatnya umum. Lebih dari % menyebutkan
karena UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara
Indonesia harusnya hanya memuat prinsip dan asas
bernegara saja. 8% menjawab alasan lainnya yang cukup
beragam, yaitu (1) yang diatur dalam UUD cukup aturan
dasar dan ketentuan umum yang mengatur aspek-aspek
umum; (2) lebih tepat diatur dalam UU, karena urutan
peraturan perundang-undangan bisa fleksibel,

Bab 2: Negara Kesatuan, Kedaulatan Rakyat, dan Negara Hukum

65



sering/mudah berubah, dan mengandung konflik hukum;
(3) merupakan ranah dinamika pembentukan UU; (4)
sebagai sumber hukum formil tidak perlu
disebutkan/diatur dalam UUD; (5) sesuai dengan
perkembangan politik hukum; (6) kebiasaan
ketatanegaraan; dan (7) sudah diatur dalam UU tersendiri.
Grafik 26
Alasan Tidak Perlu Memasukkan Materi Urutan Peraturan

Perundang-Undangan dalam UUD NRI Tahun 1945 (n=219)

merupakan norma yang bersifat teknis

UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi
Negara Indonesia harusnya hanya memuat
prinsip dan asas bernegara saja

UUD NRI Tahun 1945 harusnya hanya _ 26.1

memuat norma-norma yang sifatnya UImuIn

Hirarki peraturan perundang-undangan _ 333
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BAB III
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
(BAB I1 UUD NRI TAHUN 1945)

B ab I UUD NRI Tahun 1945 memuat 2 pasal tentang MPR
(Pasal 2 dan Pasal 3). Beberapa studi, antara lain oleh
Pusat Studi Konstitusi dan Ketatapemerintahan Fakultas
Hukum Universitas Airlangga (2020), menyebutkan bahwa
Bab Il ini setidaknya mengungkapkan dua konsep utama, yaitu
Organ atau Lembaga Perwakilan (Pasal 2) dan kekuasaan atau
wewenang Lembaga Perwakilan (Pasal 3). Lembaga
perwakilan yang seringkali disebut sebagai parlemen
terbentuk dari adanya prinsip kedaulatan rakyat dan menjadi
unsur yang penting dalam sistem pemerintahan demokrasi.
Menurut Jimly Asshidiqie, ketentuan mengenai MPR
diletakkan di Bab II mendahului pengaturan lembaga lain,
memang sangat terkait erat dengan turunan dari kedaulatan
rakyat itu sendiri yang sangat jelas disebutkan sebelum
amendemen.
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Perubahan Keempat UUD 1945 membawa konsekuensi tidak
dikenalnya lagi lembaga tertinggi negara (supreme body)
seiring dengan perubahan sistem ketatanegaraan
sebagaimana disebutkan di Pasal 1 Ayat (2). Perubahannya
jelas berimplikasi pada posisi MPR. Karenanya sesuai doktrin
pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip checks and
balances, MPR kini memiliki kedudukan yang setara dengan
lembaga tinggi negara yang lain seperti DPR, DPD,
Presiden/Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah
Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Meski demikian, MPR
masih memiliki kewenangan untuk mengubah dan
menetapkan UUD, melantik presiden dan/atau wakil
presiden, dan memberhentikan presiden dan/atau wakil
presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang
Dasar.

Ada beberapa isu yang mengiringi dinamika perubahan pada
Bab II ini. Struktur dan keanggotaan MPR menjadi salah satu
isu yang terus diperbincangkan. Pertama, posisi kelembagaan
MPR di antara DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD
(Dewan Perwakilan Daerah) mengundang polemik apakah
wajah parlemen Indonesia menganut monokameral,
bikameral, atau bahkan justru trikameral. Kedua, kewenangan
MPR dalam kerangka checks and balances sebagai implikasi
dari wajah parlemen yang dianut. Ketiga, materi pasal per
pasal di Bab II ini pun turut diperbincangkan mengingat
implikasinya pada tataran pelaksanaan. Di bawah ini akan
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diuraikan hasil temuan survei pandangan ahli tata negara
(2020) mengenai Bab 2 UUD NRI Tahun 1945.

A. Struktur Keanggotaan MPR

Indonesia mempunyai 3 forum parlemen sekaligus, yaitu
DPR, DPD, dan MPR. DPR adalah lembaga perwakilan
politik, DPD adalah perwakilan daerah, dan MPR menjadi
penjelmaan keseluruhan rakyat (politik dan daerah).
Struktur keanggotaan MPR sendiri secara eksplisit
dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (1) terdiri dari anggota DPR
dan anggota DPD. Bunyi pasal jelas menunjukkan bahwa
keanggotaan MPR bukan terdiri dari DPR dan DPD secara
kelembagaan. Hal ini menimbulkan perbedaan tafsir terkait
struktur badan perwakilan di Indonesia. Bunyi yang
demikian dapat dimaknai bahwa MPR adalah lembaga yang
tidak terpisah dari institusi DPR dan DPD, sementara MPR
sejatinya ingin dijadikan sebagai badan perwakilan yang
terdiri dari 2 kamar dewan (DPR dan DPD) sebagaimana
tampak dalam proses perdebatan amendemen UUD 1945
yang terdokumentasikan dalam Naskah Komprehensif
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Buku 1], Jilid I (2008: 215).

Jimly Asshidigie menyebut parlemen Indonesia bahkan bisa
dikatakan menganut sistem trikameral. Bila menghendaki
sistem bikameral, maka idealnya MPR terdiri dari DPR dan
DPD secara kelembagaan untuk memperjelas sistem 2
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kamar. Bunyi pasal yang menyebutkan susunan MPR terdiri
dari anggota-anggota DPR dan DPD memang mengandung
ambiguitas. Menurut Tifatul Sembiring, bunyi pasal
memang tidak menggambarkan konsep dua kamar. Seolah-
olah MPR merupakan wadah tunggal yang menaungi DPD
dan DPR. Namun bila melihat aspek tugas dan
kewenangannya yang diatur secara khusus dalam
konstitusi, menimbulkan asumsi MPR sebagai entitas
tersendiri di samping DPR dan DPD. Silang pendapat terkait
hal ini juga ditunjukkan oleh temuan survei yang
menunjukkan kecenderungan di bawah ini:

Grafik 27
MPR Sebagai Lembaga Tinggi Negara yang Terpisah
dari DPR dan DPD (n=300)

Ya, 69%

] Tidak, 53.7%
MPR mer l_]paka" le'fll_’ag: MPR bukan lembaga terpisah,
tinggi negda: a yang;en pisa / melainkan forum gabungan
ari DPR dan DPD dari anggota DPR dan DPD

Ya, 46.3%

« Tidak, 31%

Grafik di atas menunjukkan kecenderungan menarik.
Perspektif responden terbelah saat ditanyakan posisi MPR
sebagai lembaga tinggi negara yang terpisah dari DPR dan
DPD sementara dalam waktu yang bersamaan persentase
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mereka yang menganggap MPR bukan lembaga terpisah
sedikit meningkat saat dikonfirmasi ulang. Fakta ini
memperkuat asumsi sebagaimana disebutkan sebelumnya
bahwa bunyi Pasal 2 Ayat (1) mengundang penafsiran yang
cukup ambigu. Saat dinyatakan sebagai lembaga yang
terpisah, secara umum Kkita tidak dapat menentukan
kecenderungan mana yang lebih banyak antara yang
menjawab ya (46,3%) dan menjawab tidak (53,7%). Selisih
yang tipis (7,4%) dapat dipahamiadanya 2 kubu yang saling
berseberangan pemahamannya. Sebaliknya, tafsiran bahwa
MPR bukan lembaga terpisah justru meningkat menjadi
69% saat ditanyakan ulang dengan penekanan pada “MPR
bukan sebagai lembaga terpisah, hanya forum gabungan
(joint session) dari anggota DPR dan DPD”. Hal ini jelas
menunjukkan kegamangan dalam memahami original
intent Pasal 2 Ayat (1) dan implikasinya. Bisa saja
dilemanya ada pada perspektif susunan kelembagaan yang
justru terjebak pada 3 kamar. Namun bila menilik pada
kewenangan legislasi DPD yang tidak sebanding dengan
DPRjustru menunjukkan adanya sistem monokameral.

Perbedaan pandangan diakui Tifatul Sembiring tidak hanya
pada tataran akademik an sich, namun juga politis.
Perbedaan pandangan atas tafsir Pasal 2 Ayat (1) UUD NRI
1945 di kalangan politisi secara umum terbagi atas:
Pertama, kelompok yang menganggap MPR hanya sebagai
Joint Session antara DPR dan DPD sehingga parlemen
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cenderung pada sistem bikameral; Kedua, kelompok yang
menyatakan bahwa MPR merupakan lembaga tersendiri di
samping DPR dan DPD, sehingga lembaga perwakilan
Indonesia pada dasarnya berbentuk tiga kamar atau
trikameral. la pun menyarankan sebaiknya MPR berfungsi
sebagai forum pertemuan bersama antara kamar pertama
dan kamar kedua, bukan sebagai lembaga negara yang
berdiri sendiri. Dari segi ketatanegaraan hal ini akan
berdampak pada efisiensi anggaran dan efektivitas kinerja.
Sebagai sebuah joint session, anggota DPR dan DPD hanya
dikatakan sebagai anggota MPR ketika melaksanakan
sidang gabungan dalam rangka membahas hal-hal yang
bersifat istimewa dan khusus di luar kewenangan yang
dimiliki oleh masing-masing lembaga. Namun lain lagi
dengan Lestari Moerdijat yang menolak anggapan MPR
sebagai joint session. Menurutnya, makna kalimat “terdiri
atas anggota” sesungguhnya meletakkan MPR sebagai
perkumpulan dari anggota atau sebagai sebuah organ
kenegaraan, bukan sekadar forum joint session.

Bagi mereka yang menyetujui bahwa MPR merupakan
lembaga tinggi tersendiri dan terdiri atas kelembagaan DPR
dan DPD, mayoritas (72,6%) menganggap bahwa bunyi
Pasal 2 Ayat (1) sudah mewakili konsep MPR sebagai
lembaga terpisah sehingga tidak perlu lagi mengalami
perubahan sebagaimana ditunjukkan dalam Grafik 28. Ini
makin menunjukkan bahwa struktur badan perwakilan di
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Indonesia terdiri dari tiga organ, yaitu MPR, DPR, dan DPD.
Oleh karena itu banyak yang membaca Pasal ini mengarah
bukan ke bicameral system karena MPR dianggap sebagai
lembaga yang terpisah.

Grafik 28
Kesesuaian Bunyi Pasal 2 Ayat (1) dengan Konsep MPR
Sebagai Lembaga Terpisah (n=138)

Ya
72.6%

Demikian juga, separuh dari responden yang tidak
menyetujui bila MPR dikatakan sebagai lembaga terpisah
(n=161) memandang tidak perlu ada perubahan redaksi
dengan misalnya membuat pernyataan “Majelis
Permusyawaratan Rakyat terdiri atas lembaga Dewan
Perwakilan Rakyat dan lembaga Dewan Perwakilan Daerah
yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih
lanjut dengan Undang-Undang”. Oleh karena itu dapat
dikatakan bahwa sekurang-kurangnya % responden
menilai redaksi Pasal 2 Ayat (1) tidak perlu diubah. Namun
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Tifatul Sembiring memandang bahwa konstitusi tetap
perlu menegaskan struktur lembaga perwakilan secara
eksplisit dalam pasal-pasalnya atau setidaknya dalam
penjelasan yang menjadi satu kesatuan dengan batang
tubuh undang-undang dasar.

Ada problem lain pasca amendemen yang juga cukup
mengundang polemik terkait penghapusan utusan
golongan dari keanggotaan MPR. Prof. Ni'matul Huda,
misalnya, melihat penghapusan tersebut lebih dikarenakan
alasan pragmatis politik. Sebelum amendemen, memang
utusan golongan menjadi “permainan politik” Golongan
Karya (Golkar) untuk mendominasi kekuatan di MPR.
Karenanya Huda mengatakan bahwa penghapusan kurang
didorong alasan-alasan yang bersifat konseptual. Dalam
istilah Ahmad Bastian, keberadaan Utusan Golongan tidak
memiliki cacat sejarah.

Menurutnya, rumusan Pasal 2 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang
menghapuskan Utusan Golongan sebagai bagian dari
keanggotaan MPR perlu dihidupkan kembali, mengingat
tidak adanya kajian akademik yang komprehensif
mengenai penghapusan frasa utusan golongan saat itu.
Padahal keberadaan Utusan Golongan dalam struktur
keanggotaan MPR mampu menjadi penyeimbang karena
Utusan Golongan tidak semuanya berasal dari unsur politik
sebagaimana DPR dan DPD. Survei ini menjajaki opini para
ahli mengenai kemungkinan dihidupkannya kembali
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Utusan Golongan. Ternyata ditemukan justru mayoritas
responden ahli (63,2%) (Lihat Grafik 29) menolak
dihadirkannya kembali Utusan Golongan. Hampir bisa
dikatakan hanya sepertiga saja yang mengamini usulan ini.
Namun Syaifullah Tamliha, salah satu Pimpinan Badan
Sosialisasi MPR, menegaskan bahwa kehadiran Utusan
Golongan masih dimungkinkan, namun dengan sistem yang
jelas untuk menghindari politisasi dan sepanjang fungsi

MPRjugajelas.
Grafik 29
Ide Menambahkan Utusan Golongan dalam Keanggotaan MPR
(n=300)
Tidak
Setuju
63.2%

Setuju
36.8%

Mereka yang menolak dihadirkannya kembali Utusan
Golongan paling banyak beralasan bahwa keberadaan DPD
di dalam MPR sudah cukup mewakili sebagai perwakilan
daerah (territorial representation) dari seluruh provinsi di
Indonesia (47,3%). Ada pula sebanyak 31,2% menolak
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lebih dikarenakan faktor kesulitan untuk menentukan
representasi utusan golongan dari berbagai ragam
golongan di Indonesia. Sementara itu alasan lain yang
dikemukakan adalah keberadaan partai politik yang
dianggap telah mengakomodir tokoh masyarakat dari
berbagai ragam golongan (14,5%). Argumen ini selaras
dengan 1,1% responden yang memandang bahwa yang
perlu diperlakukan justru bukannya menambahkan organ
lain, namun lebih baik memperkuat institusi partai politik
yang sudah ada. Bahkan ada salah satu responden yang
memperkuatnya dengan mengatakan bahwa
menambahkan organ baru justru berimplikasi pada
bertambahnya anggaran negara yang sejatinya dapat
dialokasikan ke yang lain. Bahkan ada pula yang
beranggapan bahwa menghadirkan kembali Utusan
Golongan berarti menghadirkan kembali Orde Baru.

Bab 3: Majelis Permusyawaratan Rakyat



Grafik 30
Alasan Menolak Menambahkan Utusan Golongan dalam
Keanggotaan MPR (n=189)

Memperkuat institusi partai politik I 1.1%

Lainnya - 5.9%

Partai politik telah mengakomodir tokoh 14.5%
masyarakat dari berbagai ragam golongan ke
Sulit untuk menentukan representasi utusan

golongan dari berbagai ragam golongan di _ 31.2%

Indonesia

DPD sudah cukup mewakili sebagai perwakilan L 20,
daerah dari seluruh provinsi di Indonesia s

B. Tugas dan Fungsi MPR

Pasal 2 Ayat (1) hanya menyebutkan struktur keanggotaan
MPR sementara tugas dan fungsi MPR diatur lebih lanjut di
Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah atau lebih dikenal dengan UU MD3. Pasal 5 UU ini
menuangkan tugas MPR sebagai berikut:

1. Memasyarakatkan ketetapan MPR,

2. Memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika,

3. Mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
pelaksanaannya, dan

4, Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan
pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Penelitian ini juga menangkap pandangan para ahli terkait 4
tugas MPR tersebut. Mayoritas responden ternyata
mendukung fungsi dan tugas sebagaimana tercantum di
dalam UU MD3. Terkait tugas untuk memasyarakatkan
ketetapan MPR, dukungan responden mencapai 77,3%.
Dukungan tertinggi justru ada pada tugas MPR untuk
menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan
pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 yang mencapai 97%.
Sampai di sini tampak jelas bahwa harapan masyarakat
untuk dapat didengar aspirasi dan harapan-harapannya
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat tinggi.
Fakta ini ekuivalen dengan semangat “kedaulatan berada di
tangan rakyat”. Oleh karena itulah kegiatan-kegiatan yang
bersifat turun ke bawah untuk mendengar dan menyerap
aspirasi masyarakat perlu untuk diperhatikan dan
ditingkatkan. Kegiatan-kegiatan model penelitian dan
survei semacam ini menjadi salah satu cara yang efektif dan
efisien dalam penyerapan aspirasi di samping cara-cara lain
dengan melibatkan anggota MPR turun langsung ke
masyarakat misalnya.
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Grafik 31
Pandangan terhadap Fungsi dan Tugas MPR (n=300)

90.3% 97%

] l
] . .

Memasyarakatkan Memasyarakatkan Mengkaji sistem  Menyerap aspirasi
ketetapan MPR  Pancasila, UUD NRI ketatanegaraan, UUD masyarakat
Tahun 1945, NKRI, NRITahun 1945,  berkaitan dengan
dan Bhinneka serta pelaksanaan UUD
Tunggal Tka pelaksanaannya NRITahun 1945

Fungsi dan tugas adalah instrumen penting dalam sebuah
organisasi ataupun lembaga. Demikian pula dengan MPR
yang perlu secara jelas dan tegas disebutkan fungsi dan
tugasnya. Walaupun di dalam UU MD3 telah
menyebutkannya, namun ternyata ada 40% responden
yang berpendapat agar tugas dan fungsi tersebut diatur
dalam undang-undang tersendiri dan terpisah dari UU
MD3, sisanya sebanyak 60% menolaknya. Mereka yang
menginginkan adanya pengaturan tersendiri di dalam UU
beralasan bahwa dengan cara ini dapat mempertegas
fungsi dan tugas MPR sebagai lembaga tinggi yang terpisah
dari DPR dan DPD (53,3%). Lainnya sebanyak 21,7%
beralasan untuk memperkuat posisi MPR sebagai lembaga
tinggi negara dan 18,3% menganggapnya dapat
memperkuat posisi MPR sebagailembaga tinggi negara.
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Grafik 32
Alasan Persetujuan Tugas dan Fungsi MPR Diatur dalam UU
Tersendiri dan Terpisah (n=120)

53.3%

0
21.7% 18.3%

—

Mempertegas Memperkuat Memperkuat Lainnya
fungsi dan tugas posisi MPR kelembagaan MPR
MPR sebagai sebagai lembaga
lembaga tinggi tinggi negara
yang terpisah dari
DPR dan DPD
Sementara itu dari 60% responden yang menolaknya, lebih
dari separuh (56,1%) berpendapat bahwa muatan UU MD3
sudah dianggap cukup mengatur tugas dan fungsi MPR,
DPR, dan DPD sehingga tidak diperlukan lagi UU terpisah
yang mengaturnya diantaranya untuk menghindari
obesitas peraturan. Karenanya cukuplah dengan UU MD3.
Terlebih lagi ada 26,1% yang berpandangan bahwa MPR
bukanlah lembaga tinggi negara yang terpisah dari DPR dan
DPD. Dengan tidak membuatnya terpisah maka dapat
sekaligus menunjukkan bahwa MPR setara dengan lembaga
tinggi negara lain semisal DPR atau DPD. Maka membuatnya
secara terpisah dari UU MD3 dapat berimplikasi pada status
kelembagaan MPR yang lebih tinggi daripada DPR dan DPD

(12,2%).
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Grafik 33
Alasan Menolak Tugas dan Fungsi MPR
Diatur dalam UU Tersendiri dan Terpisah (n=180)

56.1%
26.1%
12.2%
5.6%
|
Muatan UU MD3 MPR bukan Memberikan Lainnya

sudah cukup lembaga tinggi implikasi MPR
mengatur tugas yang terpisah dari memiliki status
dan fungsi MPR, DPRdan DPD kelembagaan yang
DPR dan DPD lebih tinggi
daripada DPR dan
DPD

C. Sidang MPR

Menurut Pasal 2 Ayat (2) MPR melaksanakan sidang
minimal satu kali dalam lima tahun dalam rangka tugas dan
kewewenangannya di ibu kota negara. Tidak disebutkan
keterangan jenis-jenis sidangnya walaupun dalam
praktiknya ada beberapa sidang yang pernah dilakukan
oleh MPR, yaitu sidang umum, sidang istimewa, dan sidang
tahunan. Keberadaan sidang-sidang ini tidak diatur di
dalam UUD NRI 1945. Misalnya, Sidang Tahunan ditegaskan
dalam Ketetapan MPR No. I[I/MPR/1999 tentang Peraturan
Tata Tertib MPR RI. Pascara Reformasi, tercatat MPR telah
menyelenggarakan 1 kali Sidang Umum, 3 kali Sidang
Tahunan, dan 1 kali Sidang Istimewa. Berdasarkan praktik
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yang dijalankan, beberapa agenda Sidang Tahunan MPR
bertujuan untuk melakukan amendemen UUD 1945, dan
sidang-sidang kemudian untuk penyampaian laporan
tahunan lembaga-lembaga tinggi negara. Namun, MPR
dalam hal ini hanyalah berfungsi sebagai fasilitator yang
menyediakan forum untuk memberikan laporan kinerja
kepada publik, bukan lagi sebagai forum pertanggung-

jawaban.

Terkait dengan materi dan praktik Pasal 2 Ayat (2) ini, poin
pertama yang ingin diketahui adalah persepsi para ahli
tentang bunyi pasal yang menyebutkan MPR minimal
bersidang sekali dalam 5 tahun di ibu kota. Mayoritas
responden (70,7%) tidak mempermasalahkan bunyi pasal
ini, sedangkan sisanya (29,3%) berkeberatan. Sementara
itu lebih banyak lagi responden yang setuju (78,3%)
terhadap fungsi Sidang Tahunan MPR sebagai forum untuk
mendengarkan laporan kinerja lembaga negara. Terkait
dengan siapa pihak yang menyampaikan laporan
pertanggungjawaban dalam sidang tahunan MPR tersebut
apakah cukup diwakili Presiden atau harus oleh pimpinan
masing-masing lembaga, mayoritas (76,5%) menginginkan
agar laporan kinerja tersebut seharusnya disampaikan oleh
pimpinan masing-masing lembaga tinggi negara. Temuan
ini bisa dilihat di grafik 34.
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Grafik 34

Persepsi tentang Sidang-Sidang MPR menurut Pasal 2 Ayat (2)
(n=300)

Dalam sidang tahunan MPR,

pertanggungjawaban lembaga tinggi negara
cukup diwakili oleh Presiden

37.1%

Pasal 2 ayat (2) perlu ditambah redaksinya
untuk mempertegas dan memberikan dasar
hukum sidang lima tahunan yang telah
menjadi konvensi ketatanegaraan

66.30%

MPR sedikitnya bersidang sekali dalam lima

tahun di ibu kota negara 70.7%

Dalam sidang tahunan MPR,

pertanggungjawaban lembaga tinggi negara
X ; o= 76.5%
seharusnya disampaikan oleh pimpinan
masing-masing lembaga tinggi negara
Sidang tahunan MPR bertujuan menjadi forum
untuk mendengarkan laporan _ 783%

pertanggungjawaban lembaga tinggi negara

Sidang Tahunan MPR untuk mendengarkan Pidato
Presiden telah telah menjadi konvensi ketatanegaraan.
Terkait dengan hal ini, cukup banyak responden (66,3%)
yang menginginkan agar sidang tersebut diberikan
kepastian dasar hukumnya dengan memberikan tambahan
redaksi pada bunyi Pasal 2 Ayat (2).

D. Penetapan Keputusan MPR

Pasal 2 Ayat (3) dengan tegas menyebutkan bahwa putusan
MPR ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Pasal ini
tidak memunculkan perbedaan penafsiran, tapi terdapat
diskusi mengenai penggunaan nomenklatur “putusan” dan
penetapan yang didasarkan pada suara terbanyak. Istilah
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“putusan” biasanya dikaitkan dengan pernyataan hakim
yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh
hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari
pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Oleh karenaiitu,
dalam pasal ini penggunaan istilah “putusan” dinilai kurang
tepat. Sebagai gantinya dapat menggunakan kata
“keputusan”. Mayoritas responden (76,6%) mendukung
penggantian kata “putusan” dengan “keputusan” dalam
pasalini (Grafik 35).

Grafik 35
Gagasan Mengganti Kata “Putusan” dengan “Keputusan”

(n=300)

Setuju
76.6

Tidak Setuju
23.4%

Problem kedua yang muncul adalah terkait dengan
penepatan putusan MPR berdasarkan suara terbanyak.
Seharusnya UUD NRI Tahun 1945 selaras dengan Pancasila
dimana Sila keempatnya jelas-jelas menekankan semangat
musyawarah mufakat dalam sebuah pengambilan
keputusan. Pengambilan suara terbanyak adalah tahapan
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setelah musyawarah tidak menemukan kesepakatan.
Kebuntuan proses musyawarah dapat teratasi dengan
pengambilan suara. Memang bila merujuk pada Peraturan
MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Pasal 96
sampai dengan Pasal 100, maka terlihat jelas bahwa
mekanisme pengambilan keputusan melalui beberapa
tahapan secara gradual, yaitu (1) Musyawarah mufakat, (2)
Bila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka
pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak, (3)
Cara kedua tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan
suara ulang, dan (4) Bila tetap tidak tercapai juga maka
pengambilan keputusan ditangguhkan sampai sidang
berikutnya atau usul yang bersangkutan ditolak.

Namun, bunyi Pasal 2 Ayat (3) ini justru terkesan
menekankan penetapan berdasarkan suara terbanyak.
Apakah bunyi pasal ini dimaknai bertentangan dengan
prinsip musyawarah mufakat? Para ahli tata negara terbagi
dua dalam menilai isu ini. Kurang dari separuh (45%)
menilai pasal ini tidak mencerminkan Sila keempat
Pancasila dan mereka menginginkan agar pasal ini
diamendemen dengan memasukkan mekanisme
musyawarah mufakat. Sebaliknya, lebih dari separuh (55%)
menganggap pasal ini tidak bertentangan dengan Pancasila
karena menganggap musyawarah mufakat dan suara
terbanyak tidak bertentangan dan memiliki tujuan yang
sama, yaitu mencapai kesepakatan.
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Grafik 36
Penetapan Putusan dengan Suara Terbanyak Bertentangan
dengan Sila Keempat Pancasila (n=300)

Ya
4504

E. Kewenangan MPR

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MPR sesuai
dengan Pasal 3 Ayat (1) adalah mengubah dan menetapkan
Undang-Undang Dasar. Dalam perjalanannya pasca
Reformasi, sudah 4 kali perubahan terjadi terhadap UUD
melalui Sidang Umum MPR pada 14-21 Oktober 1999,
Sidang Umum MPR pada 7-18 Agustus 2000, Sidang Umum
MPR pada 1-9 November 2001, dan terakhir Sidang Umum
MPR pada 1-11 Agustus 2002. Dilihat dari sudut pandang
cara pengubahan, proses amendemen UUD 1945 berbeda
dengan proses perubahan undang-undang biasa
sebagaimana yang sudah dipraktikkan. Dari sini muncul
pertanyaan, apakah UUD NRI 1945 dapat dinilai sebagai
konstitusi yang kaku (rigid)? Mayoritas ahli 69,2%
mengaminianggapan tersebut (lihat grafik di bawah ini).
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Grafik 37
UUD NRI Tahun 1945 Merupakan Konstitusi Rigid
Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) (n=300)

Tidak Setuju
30.8%

Setuju
69.2%

Alasan mereka yang mengatakannya rigid juga beragam.
Lebih dari sepertiga (37,7%) mengatakan UUD NRI Tahun
1945 bersifat rigid karena kewenangan yang dimiliki oleh
MPR untuk melakukan amendemen UUD NRI Tahun 1945
diikuti dengan syarat yang cukup sulit dipenuhi. Sementara
hampir sepertiga (34,3%) beralasan karena UUD NRI 1945
merupakan bentuk konstitusi tertulis yang menjamin
kepastian hukum, sehingga dalam melakukan amendemen
MPR harus diinisiasi oleh kebutuhan seluruh rakyat di
Indonesia. 11, 3% menunjukkan kepada fakta bahwa
pembahasan amendemen merupakan pembahasan yang
sulit dari segi proses dan ketentuannya. Sisanya (9,3%)
menunjuk kepada adanya ketentuan dalam konstitusi
bahwa UUD tidak dapat diubah. Singkatnya, alasan
responden umumnya mengacu kepada ketentuan dan
pembahasan yang tidak semudah dalam mengubah
undang-undang biasa.
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Grafik 38
Alasan Mengatakan Rigid (Multiple Response) (n=207)

Terdapat ketentuan yang tidak dapat diubah

9.3%

Dalam tubuh MPR pembahasan mengenai
amandemen UUD NRI Tahun 1945 merupakan
pembahasan yang sulit

11.3%

UUD NRI 1945 merupakan bentuk konstitusi
tertulis yang menjamin kepastian hukum,
sehingga dalam melakukan amandemen MPR
harus diinisiasi oleh kebutuhan seluruh rakyat...

343%

Wewenang MPR untuk melakukan amandemen
UUD NRI Tahun 1945 diikuti dengan syarat yang
cukup sulit dipenuhi

37, 7%

Sementara itu bagi yang tidak setuju bahwa UUD NRI Tahun
1945 konstitusi yang kaku (rigid), lebih dari sepertiga
(37%) beralasan wewenang MPR untuk melakukan
amendemen disertai ketentuan peralihan memperkuat
dimungkinkannya proses perubahan UUD NRI Tahun 1945.
Lebih dari seperempat 27,2% menilai Pasal 3 Ayat (1) di
atas memungkinkan dan memudahkan MPR melakukan
amendemen. Jumlah yang sama (27,2%) menjunjukkan
bahwa amendemen yang sudah pernah dilakukan oleh MPR
sampai sebanyak 4 kali membuktikan bahwa UUD NRI
Tahun 1945 mampu mengikuti perkembangan zaman
karena bagi mereka UUD harus bersifat fundamental dan
fleksibel atau adaptif terhadap perubahan-perubahan yang
terjadi, tentunya bila rakyat menghendakinya.
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Grafik 39
Alasan bahwa UUD NRI Tahun 1945 Cukup Flaksibel (n=92)

lainnya 8.7%

Setelah amandemen UUD NRI 1945 mampu

0
mengikuti perkembangan zaman 27.2%

Dimungkinkan adanya perubahan UUD NRI

0,
1945 atas dasar kekuatan politik 27.2%

Wewenang kepada MPR untuk melakukan

amandemen disertal ketentuan peralihan 379
memperkuat dimungkinkannya proses o

perubahan UUD NRI Tahun 1945

Sementara itu, Pasal 3 Ayat (2) mengatur kewenangan MPR
melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasca
amendemen memang terjadi perubahan-perubahan pasal
yang saling mempengaruhi pasal-pasal lainnya. Demikian
pula dengan perubahan tata cara pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden yang awalnya menjadi kewenangan MPR
berubah menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Karena
itu Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak lagi
bertanggung jawab kepada MPR, tapi kepada rakyat.
Namun MPR tetap diberikan kewenangan untuk melantik
Presiden dan/Wakil Presiden yang terpilih. Lebih dari itu,
MPR juga masih memiliki kewenangan untuk
memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden
selama masa jabatannya atas usul DPR. Karenanya, untuk
mengisi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil
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Presiden, MPR berwenang mengisi kekosongan tersebut
tentunya sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan
didalam UUD NRI Tahun 1945.

Grafik 40
Tingkat Persetujuan Responden terhadap
Pernyataan Terkait Pasal 3 Ayat (2) (n=300)

Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam 38.3%
Pemilihan Umum sebagai landasan hukum bagi '
penetapan presiden dan wakil presiden terpilih...
Penetapan presiden dan wakil presiden terpilih perlu

dituangkan dalam ketetapan MPR sebagai keputusan
yang bersifat menetapkan (beschikking).

65%

Untuk menjamin legitimasi pelantikan presiden dan
wakil presiden, maka Keputusan KPU perlu diperkuat _
dengan adanya ketetapan MPR.

Pelantikan presiden dan wakil presiden cukup
dilakukan dengan pengambilan sumpah berdasarkan _ 88.3%
pasal 9 ayat (1) dan (2) dalam UUD NRI Tahun 1945*

Dalam praktiknya proses sampai ke pelantikan melalui

67.2%

beberapa tahapan yang harus dilalui. Misalnya, penetapan
calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden serta
penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih ditentukan
berdasarkan Keputusan KPU. Dalam hal penetapan calon
pasangan Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU, 38,3%
responden menilai bahwa Keputusan KPU tentang
Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
Terpilih dalam Pemilihan Umum kurang kuat untuk
dijadikan landasan hukum bagi penetapan Presiden dan
Wakil Presiden. Separuh (51,7%) dari mereka tersebut
beralasan bahwa KPU secara filosofis bukan merupakan
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perwakilan rakyat. 18,1% mengatakan bahwa keputusan
KPU dengan demikian tidak mencerminkan kedaulatan
rakyat dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sisanya
(24,1%) menganggap kurang kuat karena posisi Peraturan
KPU dalam hierarki peraturan perundang-undangan
termasuk peraturan perundang-undangan. Sebaliknya
mayoritas responden (61,7%) menilai Keputusan KPU
tersebut sudah kuat sebagai landasan hukum bagi
penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Walaupun
demikian, sebagaimana ditunjukkan Grafik 40, bila TAP
MPR difungsikan untuk memperkuat Keputusan KPU demi
menjamin legitimasi pelantikan Presiden dan Wakil
Presiden, dukungan responden menguat menjadi 67,2%.

Grafik 41
Alasan Keputusan KPU Dinilai Kurang Kuat (n=114)

lainnya . 6%

Keputusan KPU tidak mencerminkan kedaulatan 18.1%
rakyat dalam memilih presiden dan wakil presiden i
Posisi Peraturan KPU dalam hierarki peraturan

perundang-undangan termasuk peraturan 24.1%
perundang-undangan selain yang diatur Pasal 7 )

ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-

KPU sebagai lembaga yang mengeluarkan
Keputusan KPU secara filosifis bukan merupakan _ 51.7%
lembaga perwakilan rakyat.

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan
umum tahun 2004 memantik perdebatan seputar apakah
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pelantikan Presiden dan Wakil Presiden perlu dituangkan
dalam TAP MPR ataukah tidak. Perdebatan tersebut
berakhir dengan kesepakatan untuk tidak menuangkannya
ke dalam bentuk TAP MPR dan cukup dituangkan dalam
bentuk Berita Acara Pelantikan Presiden dan Wakil
Presiden sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 66
Ayat (2). Praktik model ini berlangsung sampai pelantikan
Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil PILPRES
(Pemilihan Presiden) tahun 2019. Memang UU No.7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum mengatur secara khusus
tentang pelantikan dan pengucapan sumpah/janji dimana
Pasal 427 ayat (1) menyebutkan pasangan calon Presiden
dan Wakil Presiden terpilih dilantik oleh MPR. Tapi dalam
praktiknya, MPR tidak mengeluarkan TAP MPR untuk
melantik. MPR hanya menjadi saksi pengucapan sumpah
Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Terkait polemik tersebut ada gagasan agar penetapan
Presiden dan Wakil Presiden terpilih dituangkan dalam
ketetapan MPR sebagai keputusan yang bersifat
menetapkan (beschikking). Terhadap hal ini mayoritas
responden (65%) mengamininya (Lihat Grafik 40 di atas).
Lebih dari separuh mereka tersebut (53,9%, N=195)
beralasan bahwa MPR secara filosofis merupakan lembaga
perwakilan rakyat sehingga menjadi lembaga yang tepat
sebagai representasi rakyat dalam mengeluarkan produk
hukum untuk menetapkan Presiden dan Wakil Presiden.
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Hampir 20% beralasan karena posisi TAP MPR secara
hierarki peraturan perundang-undangan tepat berada di
bawah UUD NRI Tahun 1945. Jumlah yang hampir sama
(21,5%) beralasan untuk memperkuat fungsi TAP MPR
dalam peraturan perundang-undangan.

Grafik 42
Alasan Penetapan Presiden dan Wakil Presiden
Perlu Dituangkan dalam Ketetapan MPR (n=195)

Lainnya

4.7%

Secara hierarki peraturan perundang-undangan Tap
MPR posisinya tepat berada di bawah UUD NRI
Tahun 1945

19.9%

Untuk memperkuat fungsi Tap MPR dalam peraturan -

Perundang-undangan

21.5%

MPR secara filosofis merupakan lembaga perwakilan

rakyat merupakan lembaga yang tepat sebagai 53.9%
representasi rakyat dalam mengeluarkan produk .

hukum untuk menetapkan Presiden dan Wakil...

Sementara itu, dari 35% responden yang tidak menyetujui
bila penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih perlu
dituangkan dalam TAP MPR sebagai keputusan yang
bersifat menetapkan, mayoritas (61,2%, N=105)
berpandangan bahwa Keputusan KPU sudah dianggap
cukup mewakili dan MPR sendiri bukanlah lembaga
penyelenggara PEMILU. Sebanyak 12,6% berpendapat
bahwa TAP MPR tidak memberikan implikasi hukum dari
adanya penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih
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terlebih lagi kini Presiden bukan lagi mandataris MPR.
Selebihnya (10,7%) melihat TAP MPR sudah jarang
dijadikan sumber hukum dalam proses pembentukan
peraturan perundang-undangan.

Grafik 43
Alasan Penetapan Presiden dan Wakil Presiden
Tidak Perlu Dituangkan dalam Ketetapan MPR (n=105)

Lainnya - 15.5%

Tap MPR sudah jarang dijadikan sumber
hukum dalam proses pembentukan - 10.7%
peraturan perundang-undangan

Tap MPR tidak memberikan implikasi - 12.6%
hukum dari adanya penetapan presiden 27

Keputusan KPU sudah cukup mewakili _ 61.2%
penetapan Presiden dan Wakil '

Pelantikan presiden dan wakil presiden cukup dilakukan
dengan pengambilan sumpah berdasarkan pasal 9 ayat (1)
dan (2) dalam UUD NRI Tahun 1945. Praktik ini didukung
oleh mayoritas responden (88,3%), sebagaimana
ditunjukkan oleh grafik 40 di atas. Pasal 9 ini mengatur
pengucapan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden secara
bertingkat. Presiden dan Wakil Presiden bersumpah atau
berjanji di hadapan MPR atau DPR. Bila MPR atau DPR tidak
dapat mengadakan sidang, maka Presiden dan Wakil
Presiden bersumpah atau berjanji di hadapan Pimpinan
MPR dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.
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Di samping melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden,
sesuai dengan Pasal 3 Ayat (3), MPR juga dapat
memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam
masa jabatannya namun harus sesuai dengan UUD
sebagaimana disebutkan dalam Pasal lain, yaitu Pasal 7A
dan Pasal 7B. Dalam konteks ini MPR memiliki kewenangan
memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah
Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau
Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden
dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk
menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripuma MPR.
Apakah ini dapat ditafsirkan bahwa MPR berfungsi sebagai
eksekusi putusan MK atas usulan DPR dalam rangka
tegaknya prinsip negara hukum dimana putusan akhir
tetap berada di MK. Terhadap hal tersebut mayoritas (73%)
responden mendukung fungsi ini. Dari yang setuju, 41,1%-
nya beralasan bahwa posisi ini berfungsi untuk
memisahkan proses hukum dan proses politik. Dalam
kerangka ini memang UUD jelas menyebutkan bahwa MK-
lah lembaga yang diberikan kewenangan oleh UUD dalam
memutuskan usulan DPR untuk memberhentikan Presiden
dan/atau Wakil Presiden. 39,3% beralasan dengan Putusan
MK memiliki kekuatan hukum sejak selesai diucapkan.
Sisanya menjawab tidak ada lagi lembaga yang berwenang
melakukan review terhadap Putusan MK (16,4%). Lihat
Grafik 44 dibawah ini.
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Grafik 44
Alasan Menyetujui Fungsi MPR Sebagai Eksekutor Putusan MK

untuk Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden
Sesuai Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 (n=219)

16.4%
. 3.2%
|
Untuk Putusan MK Tidak ada lagi Lainnya
memisahkan memiliki lembaga yang
proses hukum kekuatan hukum berwenang
dan proses sejak selesai melakukan
politik diucapkan  review terhadap
Putusan MK

Bagi mereka yang tidak setuju (27%, N=81), kurang dari
separuh (40,7%) beralasan karena MPR masih
memberikan kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil
Presiden untuk memberikan keterangan atau penjelasan
apabila pendapat DPR telah dibenarkan dalam putusan MK.
Fakta ini menunjukkan bahwa seolah-olah masih membuka
peluang perubahan dengan adanya forum “klarifikasi” dari
Presiden dan/atau Wakil Presiden. 21% beralasan bahwa
amar putusan MK hanya ada 3 kemungkinan, yaitu
permohonan tidak dapat diterima, permohonan ditolak,
atau membenarkan pendapat DPR. Sehingga, putusan
tersebut tidak memiliki implikasi hukum pada MPR. Ada
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juga 18,5% yang berpendapat bahwa Putusan MK yang
bersifat final dan mengikat hanya berlaku pada 4 (empat)
kewenangan MK yang diatur pada Pasal 24C Ayat (1),
sementara pemberhentian Presiden dan/atau Wakil
Presiden tidak masuk di dalamnya. Wewenang yang
dimaksud adalah:

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang
Dasar,

2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,

3. Memutus pembubaran partai politik, dan

4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum

Grafik 45
Alasan Tidak Setuju dengan Fungsi MPR Sebagai Eksekutor
Putusan MK untuk Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil
Presiden Sesuai Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 (n=81)

Putusan MK yang bersifat final dan mengikat hanya
berlaku pada 4 (empat) kewenangan MK yang diatur _ 18.5%
pada Pasal 24C ayat (1)
Amar putusan MK hanya ada 3 kemungkinan,
permohonan tidak dapat diterima, permohonan ditolak, 219%
atau membenarkan pendapat DPR. Sehingga, putusan o
tersebut tidak memiliki implikasi hukum pada MPR
MPR masih memberikan kesempatan kepada Presiden

dan/atau Wakil Presiden untuk memberikan 10.7%
keterangannya apabila pendapat DPR telah dibenarkan ks

dalam putusan MK.
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Ada proses dan syarat tertentu bagi MPR dalam
memutuskan usulan DPR untuk memberhentikan Presiden
dan/atau Wakil Presiden. Sebagaimana termaktub dalam
Pasal 7B Ayat (7), sidang pemberhentian tersebut harus
dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga perempat anggota
MPR dalam Sidang Paripurna dan keputusannya pun harus
disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga anggota
MPR yang hadir. Ternyata mekanisme ini disetujui oleh
79,6% responden dan sisanya sebanyak 20,4% tidak
menyetujuinya. Ini mengindikasikan bahwa dukungan
terhadap mekanisme sepertiini masih cukup besar.
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BAB IV
KEKUASAAN EKSEKUTIF:
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
(BAB III UUD NRI TAHUN 1945)

A. Kekuasaan Pemerintahan Presiden

Dalam UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan Presiden diatur di
dalam Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi: “Presiden Republik
Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut
Undang-Undang Dasar”. Fungsi UUD NRI 1945 dalam pasal
ini ialah sebagai limitasi dari kekuasaan pemerintahan
Presiden. Dari aspek konten, pasal ini memuat salah satu
karakter sistem presidensil Indonesia yang menegaskan
bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan
pemerintahan negara. Secara teori dan berdasarkan
pandangan para ahli, sistem presidensil dinilai cukup
mengakomodasi kelembagaan yang tidak rumit yang
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memberikan kekuasaan pemerintahan kepada pemegang
tunggal dengan mekanisme checks and balances dari
pemegang kekuasaan yanglain.*

Terkait hal ini, survei ini menemukan bahwa mayoritas
responden (80,9%) menyatakan muatan materi pasal
tersebut sudah cukup jelas menunjukkan tentang sistem
presidensil yang kita anut. Sedangkan 19,1 % sisanya
mengatakan tidak jelas. Tingginya angka yang
mengonfirmasi kejelasan pasal ini menggambarkan frasa
dan muatan materi yang terdapat dalam pasal tersebut
cukup dipahami dan tidak ambigu; bahwa Presiden adalah
pemegang kekuasaan tunggal pemerintahan di mana dalam
menjalankan kekuasaannya harus tunduk kepada (dibatasi
oleh) Undang-Undang Dasar.

Grafik 46
Bunyi Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah

menunjukkan Kejelasan Sistem Presidensil (n=300)

80.9

19.1

Jelas Tidak Jelas
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Jika ditilik lebih jauh berdasarkan profil responden, mereka
yang menyatakan jelas hampir rata berasal dari berbagai
latar belakang keahlian. Pada kategori ahli guru besar atau
profesor misalnya, dari 33 responden yang berperan serta
dalam survei ini, sebanyak 66,7 % menjawab “jelas”
sedangkan 33,3 % sisanya menyatakan “tidak jelas”.
Demikian pula pada kategori dosen biasa (dari 185
responden), 80 % menjawab jelas dan 20 % sisanya
menyatakan sebaliknya. Adapun pada kategori mahasiswa
akhir (dari 74 responden), mayoritas menjawab jelas, yakni
90,5 % berbanding 9,5 %.

Persoalan justru muncul ketika menguji Pasal 4 Ayat (2)
yang berbunyi: “Dalam melakukan kewajibannya Presiden
dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Opini para ahli
cenderung terbelah ketika diminta pandangannya
mengenai urgensi penjelasan tentang peran seorang Wakil
Presiden. Sebanyak 47,3 % responden menyatakan, peran
yang dijalankan oleh Wakil Presiden sebagai pembantu
Presiden sebaiknya perlu dijelaskan. Sedangkan 52 %
menyatakan tidak perlu dijelaskan. Memang pada pasal ini,
peranan Wakil Presiden sekadar disebut sebagai pembantu
Presiden, sehingga wajar bila tidak sedikit yang
menginginkan agar diberikan penjelasan lebih rinci
mengenaiapa saja peran seorang Wakil Presiden.
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Grafik 47
Perlunya penjelasan mengenai peran Wakil Presiden
dalam Pasal 4 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (n=300)
52.0

473

Perlu Tidak Perlu

Mereka yang menganggap perlu dilatari oleh beberapa
pertimbangan. Pertama, untuk memperjelas peran yang
akan dijalankan Wakil Presiden. Ada 81,1 % responden
yang memilih alasan ini. Artinya, publik ingin tahu detail-
detail tugas dan peranan dari Wakil Presiden. Meskipun
Wakil Presiden diposisikan sebagai pembantu Presiden,
ranah kewenangan yang boleh diperbantukan kepada
Presiden itu mencakup apa saja? Bukankah Wakil Presiden
juga punya legitimasi kuat karena dipilih dalam satu paket
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden lewat Pemilu?

Kedua, untuk membatasi kekuasaan mutlak Presiden
dalam memberikan tugas kepada Wakil Presiden sebagai
pembantu Presiden. Terdapat seperempat responden yang
memilih alasan ini. Tanpa kejelasan soal tugasnya, maka
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peran Wakil Presiden bisa jadi hanya betul-betul menunggu
instruksi Presiden alias hiasan belaka. Sebaliknya, dengan
adanya ketegasan soal tugas Wakil Presiden, diharapkan
Presiden tidak menempatkan wakilnya sepenuhnya di
bawah kuasa atau kemauan Presiden. Dalam artian,
Presiden perlu memiliki batasan kekuasaan seperti apa
domain yang dibolehkan dalam rangka bersinergi dan
berkolaborasi dengan Wakil Presiden.

Ketiga, bila alasan kedua lebih pada pertimbangan untuk
melindungi Wakil Presiden dari kuasa mutlak Presiden,
maka bagian ini, pertimbangannya adalah untuk
menghindari terjadinya dominasi politik Wakil Presiden
terhadap kekuasaan Presiden. Ada 12,6 % responden yang
memilih alasan ini. Mencuatnya pertimbangan ini karena
tak sedikit terjadi kasus di mana pembantu Presiden lebih
punya pengaruh politik yang besar ketimbang Presiden.
Kekuasaan pemerintahan Presiden tetaplah merupakan
keniscayaan dalam sistem presidensil, namun menjadikan
kekuasaan itu bersifat mutlak dalam hal pembagian tugas
pemerintahan dengan Wakil Presiden perlu dihindari.

Terakhir, alasan lainnya sebanyak 4,9 % menyatakan: agar
Wakil Presiden memiliki bargaining position, supaya tidak
hanya menjadi bayangan Presiden, agar ada guidance
jabatan dan tugas Wakil Presiden, agar ada transparansi
jabatan dan kekuasaan Wakil Presiden, untuk mengubah
desain kelembagaan Wakil Presiden.
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Grafik 48
Alasan setuju dijelaskan peran yang dijalankan oleh Wakil

Presiden dalam Pasal 4 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
(n=141; Multiple Response)

Untuk memperjelas peran yang akan 811
dijalankan wakil presiden ’
Untuk membatasi kekuasaan mutlak
presiden dalam memberikan tugas 259
kepada wakil presiden sebagai ’

pembantu presiden

wakil presiden terhadap kekuasaan

Untuk menghindari dominasi politik
W
presiden

Lainnya I 4.9

Adapun alasan mereka yang menyatakan tidak perlu
dijelaskan: pertama, karena sistem presidensil
menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan
pemerintahan, sedangkan Wakil Presiden berfungsi
membantu tugas Presiden. Lebih dari separuh responden
(54,1 %) yang menyatakan tidak perlu mengetengahkan
alasan ini. Bagi mereka, tugas Wakil Presiden dalam
membantu Presiden tak perlu dijelaskan lagi mengingat
tugasitu sudah cukup jelas.

Alasan kedua, Pasal 8 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah
menyatakan dengan tegas peran Wakil Presiden sebagai
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pengganti Presiden apabila mangkat, berhenti,
diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya
dalam masa jabatannya. Lebih dari sepertiga responden
(36,9 %) mengemukakan alasan ini sebagai salah satu dasar
pertimbangan. Alasan ketiga, dijawab oleh hampir
sepertiga responden (32,5 %), Presiden memiliki
kekuasaan penuh untuk menentukan peran yang
dijalankan oleh Wakil Presiden. Menurut mereka, Presiden
adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Jika
tugas, peran, dan wewenang Wakil Presiden sebagai
pejabat eksekutif ditentukan secara detail dalam konstitusi,
maka Presiden tak lagi disebut kepala negara dan
pemerintahan. Selebihnya (8,9 %) menyatakan beberapa
alasan lain, yaitu seharusnya penjelasan peran yang
dijalankan oleh Wakil Presiden diatur dalam UU
Kepresidenan; karena UUD NRI Tahun 1945 merupakan
produk hukum yang bersifat pokok; antara Presiden dan
Wakil Presiden sudah menjadi satu kesatuan; pada saat
proses pemilihan mestinya sudah ada kesepakatan
mengenai pembagian tugas atau kekuasaan.
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Grafik 49
Alasan tidak setuju dijelaskan peran yang dijalankan oleh Wakil

Presiden dalam Pasal 4 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
(n=159; Multiple Response)

Sistem presidensial menempatkan presiden
sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, _ 541
sedangkan wakil presiden berfungsi )
membantu tugas presiden

Pasal 8 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah

menyatakan dengan tegas peran wakil
. . . . . 369

presiden sebagai pengganti presiden apabila

mangkat, berhenti, diberhentikan atau...

Presiden memiliki kekuasaan penuh untuk
menentukan peran yang dijalankan oleh 325
wakil presiden
Lainnya . 8.9

Meski pandangan para ahli cenderung terbelah, namun jika
dilihat berdasarkan latar belakang keahlian, terdapat
perbedaan kecenderungan di setiap kategori. Para ahli guru
besar atau profesor cenderung menginginkan perlunya
penjelasan peran Wakil Presiden. Hal ini dibuktikan dengan
fakta sebanyak 54,5 % yang menyatakan perlu, dan 45,5 %
menyatakan tidak perlu. Hal sama juga terjadi pada
kategori mahasiswa, yakni 52 % berbanding 48 %.
Tendensi berbeda datang dari para ahli dengan kategori
dosen. Pada kategori ini mereka yang memandang peran
Wakil Presiden tidak perlu dijelaskan mencapai 55 %.
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Perbedaan tendensi para ahli di atas penting dikemukakan
untuk menyikapi pandangan para ahli tentang urgensi
penjelasan mengenai peran Wakil Presiden. Artinya,
walaupun secara garis besar responden yang cenderung
memandang tidak perlu dijelaskan sedikit lebih banyak
daripada mereka yang memandang perlu, bukan berarti hal
ini menjadi kecenderungan umum. Sebab, ketika data
kecenderungan itu diturunkan ke setiap kategori ahli maka
didapati variasi.

. Kekuasaan Legislasi Presiden

Dalam menjalankan kekuasaannya sebagai kepala
pemerintahan, Presiden memiliki hak mengajukan
rancangan undang-undang. Hal ini sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Ayat (1) berbunyi: “Presiden berhak mengajukan
rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan
Rakyat”.

Evaluasi terhadap pasal tersebut perlu dibaca kaitannya
dengan Pasal 20 tentang kekuasaan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dalam membentuk undang-undang. Menurut
sebagian para ahli, walaupun ketentuan mengenai hal ini
telah diubah (sebelum amendemen, Presiden memiliki
kewenangan membuat undang-undang, sedangkan setelah
amendemen Presiden hanya berwenang mengajukan RUU),
namun dalam praktiknya dominasi legislasi sebenarnya
masih pada Presiden. Yakni Presiden mengusulkan RUU,
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membahasnya bersama DPR, melakukan persetujuan
bersama DPR, dan melakukan pengesahan. Khusus
pengesahan, pada aspek administratif ini Presiden bahkan
berhak untuk tidak melakukan pengesahan.?

Di satu sisi, gagasan mengubah Pasal 5 yang tidak lagi
meletakkan kuasa legislasi pada Presiden dapat dibaca
sebagai bentuk pemisahan kekuasaan dengan menerapkan
prinsip check and balances. Namun di sisi lain, ketentuan
Pasal 20 dalam proses legislasi telah menempatkan
Presiden secara hukum tetap memiliki kekuasaan legislasi
yang besar.

Berkaitan dengan isu tersebut, survei ini berhasil menggali
pandangan dan sikap para ahli di mana lebih dari
sepertiganya (36,7 %) setuju bahwa hak Presiden
mengajukan dan mengesahkan RUU telah membuat
kewenangan Presiden menjadi tinggi atau dominan di
bidang legislasi. Namun demikian, angka yang tidak setuju
dengan pernyataan tersebut lebih tinggi, yakni sebesar
63,3%.
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Grafik 50
Hak Presiden Mengajukan RUU kepada DPR telah membuat

kewenangan legislasi Presiden menjadi tinggi (n=300)

36,7%

Setuju

Tidak Setuju 63,3%

Respon negatif itu menggambarkan sikap mayoritas para
ahli di semua kategori. Pada kategori ahli guru
besar/profesor, mereka yang tidak setuju mencapai 54,5 %.
Pada kategori dosen, yang tidak setuju sebesar 67,5 %,
sedangkan pada kategori mahasiswa yang menyatakan
ketidaksetujuannya mencapai 56 %. Artinya, sebagian
besar ahli memandang hak Presiden dalam menagajukan
RUU di atas tidak serta merta membuat keweanangan
legislasi Presiden menjadi lebih tinggi. Sebab, kewenangan
itu masih dibatasi oleh kewenangan dari lembaga lain,
yakni DPR RI. Bahkan kewenangan itu masih dibatasi pula
oleh hak masyarakat untuk mengajukan keberatan melalui
pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian ketika dikonfirmasi lebih lanjut apakah hak
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Presiden itu mencerminkan prinsip sistem presidensiil
atau tidak, mayoritas ahli menyatakan hak itu
mencerminkan prinsip sistem presidensil. Hal ini
dibuktikan dari sebanyak 67,3 % responden yang tidak
setuju dengan pernyataan kebalikannya bahwa
kewenangan Presiden mengajukan RUU kepada DPR tidak
mencerminkan prinsip sistem presidensil. Hanya 32.7%
yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut.

Grafik 51
Pernyataan seputar kewenangan Presiden mengajukan RUU
kepada DPR, Pasal 5 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 (n=300)

67,3% 69,6%
0
32,7% 30,4%
Setuju  Tidak Setuju Setuju  Tidak Setuju
Kewenangan Presiden untuk Presiden mengajukan RUU kepada DPR
mengajukan RUU kepada DPR tidak sesuai dengan prisip
tidak mencerminkan check and balances

prinsip-prinsip presidensiil

Begitu pula responden bersikap negatif dengan pernyataan
bahwa Presiden mengajukan RUU tidak sesuai dengan
prinsip check and balances. Sebanyak 69,3% menyatakan
tidak setuju, dan hanya 30,3% yang setuju. Ini berarti
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secara umum para ahli melihat kewenangan Presiden
mengajukan RUU dianggap sudah sesuai atau tidak
menyalahi prinsip sistem presidensil, juga tidaklah
otomatis membuat kekuasaan Presiden di bidang legislasi
begitu dominan. Prinsip check and balances juga tetap bisa
dilakukan dengan berbagai kewenangan yang dimiliki oleh
DPR atau melalui mekanisme yang disediakan menurut
undang-undang.

Selain mengajukan RUU, dalam UUD NRI Tahun 1945
Presiden juga punya kewenangan menetapkan peraturan
pemerintah sebagaimana Pasal 5 Ayat (2). Bunyi ayat itu:
“Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk
menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”.
Secara sepintas, pasal ini tidak memiliki persoalan
mengingat fungsi peraturan pemerintah adalah sebagai
aturan pelaksana undang-undang. Masalah kemudian
muncul ketika dikaitkan dengan kewenangan lain dari
Presiden yang juga dapat membuat Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden yang fungsinya sama-sama
melaksanakan peraturan yang lebih tinggi, lebih banyak
bersifat 'diskresi' Presiden. Sebagian ahli berpendapat, dua
kewenangan ini mengakibatkan adanya 'obesitas
peraturan perundang-undangan’, sehingga ada keinginan
untuk melakukan merger atas kedua produk hukum
tersebut.?

Terhadap isu tersebut, maka kajian ini berhasil menggali
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pandangan para ahli mengenai perlu atau tidaknya
menggabungkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan
Presiden menjadi satu produk hukum saja. Hasilnya, 66 %
mereka memandang tidak perlu menggabungkan kedua
peraturan itu, sementara sisanya yang memandang perlu
34 %.

Grafik 52
Perlu atau tidak perlu menggabung Peraturan Pemerintah &
Peraturan Presiden dalam satu produk hukum (n=300)

Perlu 34%

Tidak Perlu 66%

Mereka yang menyatakan perlu digabung beralasan:
muatan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden
hampir mirip karena merupakan peraturan pelaksana
(67,6%); kekuasaan legislasi Presiden lebih besar karena
bisa membuat dua produk hukum yaitu Peraturan
Pemerintah dan Peraturan Presiden (24,5%); dan alasan
lainnya (7,8%) meliputi: karena sering terjadi conflict of
norm dan menimbulkan kerancuan; agar hierarki
perundang-undangan dan tatalaksana hukum jelas; dan
agar lebih efektif maka hilangkan saja Pasal 5 Ayat (2).
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Grafik 53
Alasan perlu menggabungkan Peraturan Pemerintah dan

Peraturan Presiden (n=102)

Muatan Peraturan Pemerintah dan
Peraturan Presiden hampir mirip 67.6
karena merupakan peraturan :

pelaksana

Kekuasaan legislasi presiden lebih

besar karena bisa membuat dua
. 24.5
produk hukum yaitu peraturan

pemerintah dan peraturan presiden

lainnya I 7,9

Jika dilihat lebih jauh berdasarkan kategori ahli responden,
persepsi guru besar/profesor cenderung terbelah antara
yang memandang perlu dan tidak perlu, yaitu 42,4 %
berbanding 57,6 %. Meski angka yang memandang tidak
perlu lebih besar, tetapi jaraknya tidak terlalu jauh dengan
yang memandang perlu. Hal sama juga terjadi pada kategori
ahli mahasiswa di mana gap antara yang memandang perlu
dan tidak perlu, kurang lebih hanya 9 %. Ini sekaligus
berbeda dengan persepsi yang terjadi pada kategori ahli
dosen di mana mereka yang menyatakan tidak perlu begitu
besar mencapai 71,7 %, sementara yang menyatakan perlu
hanya 28,3 %.
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C. SyaratCalon Presiden dan Wakil Presiden

Syarat calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam
Pasal 6 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa “Calon
Presiden dan Calon Wakil Presiden harus seorang warga
negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah
menerima kewargaan lain karena kehendaknya sendiri,
tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara
rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan
kewajiban...”

Dalam hal syarat untuk menjadi calon Presiden dan Wakil
Presiden, terdapat perdebatan atas Pasal 6 Ayat (1), di
mana frasa “.warga negara Indonesia sejak kelahirannya..”
ingin dikembalikan ke rumusan awal. Hal ini karena dalam
praktik terdapat banyak perkembangan konteks
kewarganegaraan. Salah satunya adalah ketika seorang
calon Presiden atau Wakil Presiden terlahir dari orang tua
yang salah satunya warga negara asing. Selain itu, juga
kondisi yang memberi kemungkinan kepada seseorang
yang bukan karena kehendaknya diberikan warga
kehormatan, baik lantaran prestasinya maupun sebab
lainnya.*

Terhadap isu tersebut, kajian ini mendapatkan fakta bahwa
92,7 % para ahli setuju bahwa calon Presiden dan Wakil
Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak
kelahirannya. Hanya 7,3 % yang menyatakan sebaliknya.
Begitu pula dengan syarat “tidak pernah menerima
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kewargaan lain karena kehendaknya sendiri” mayoritas
setuju (94,7%), juga tidak pernah mengkhianati negara
(100%), dan mampu secara jasmani dan rohani untuk
menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan
Wakil Presiden (97,7 %).
Grafik 54
Syarat Calon Presiden & Calon Wakil Presiden sebagaimana
bunyi Pasal 6 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 (n=300)

SEORANG WARGA NEGARA INDONESIA 92,7

SEJAK KELAHIRANNYA

TIDAK PERNAH MENERIMA
KEWARGANEGARAAN LAIN KARENA
KEHENDAKNYA SENDIRI

94,7

TIDAK PERNAH MENGKHIANATI 100

NEGARA

MAMPU SECARA ROHANI DAN JASMANI
UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS DAN
KEWAJIBAN 3,3

97,7

mSETUJU = TIDAK SETUIU

Dari empat syarat di atas, sikap paling bulat ditunjukkan
responden terhadap persyaratan “tidak pernah
mengkhianati negara”. Sikap para ahli di semua kategori
seluruhnya sepakat bahwa syarat ini merupakan
keniscayaan yang tak bisa ditawar lagi. Adapun tingkat
persetujuan paling rendah dibanding syarat-syarat lainnya
adalah mengenai syarat “seorang warga negara Indonesia
sejak kelahirannya”. Namun demikian pendapat yang tidak
setuju tetap di bawah 10%, yaitu 7,3%.
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Yang menarik, ketika ditanya lebih jauh kepada mereka
yang menjawab setuju apakah syarat “seorang warga
negara Indonesia sejak kelahirannya” diskriminatif atau
tidak diskriminatif diberlakukan atas anak yang lahir dari
salah satu orang tua warga asing? Ternyata 89,9 %
menyatakan tidak diskriminatif dan hanya 10,1 % yang
menyatakan diskriminatif. Demikian pula sikap mereka
cenderung konsisten ketika ditanya, apakah “syarat tidak
pernah menerima kewargaan lain karena kehendaknya”
tidaklah dinilai diskriminatif diberlakukan bagi seseorang
yang telah kembali dan memilih menjadi warga negara
Indonesia seperti semula? Hanya 10,9 % yang menyatakan
diskriminatif.
Grafik 55
Soal potensi diskriminasi persyaratan Calon Presiden & Wakil
Presiden diterapkan pada situasi dan kondisi berikut

m JIKA SETUJU WNI SEJAK KELAHIRANNYA, apakah syarat tersebut tidak
diskriminatif terhadap anak yang lahir dari salah satu orang tua warga negara
asing?

®JIKA SETUJU TDK PERNAH MENERIMA KEWARNEGARAAN LAIN, apakah syarat
tersebut tidak diskriminatif terhadap seseorang yang telah kembali dan memilih
menjadi WNI?

10,1%
10,9%

Ya

89,9%

Tidak
89,1%
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D. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 6A Ayat (2) berbunyi “Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan
partai politik peserta pemilihan umum...”. Pasal ini
memunculkan diskursus khususnya soal ambang batas.

Isu terkait berlakunya ambang batas (presidential
threshold) dalam penentuan calon presiden ialah belum
ditemukannya kesepakatan antara: (a) memperbolehkan
pembentuk UU untuk membuat ambang batas, (b) hal
tersebut justru mempersempit makna origin dari pasal itu
sendiri. Makna original intent itu sendiri ialah partai politik
atau gabungan partai politik dapat mencalonkan pasangan
calon Presiden dan Wakil Presiden (tanpa aturan ambang
batas).

Oleh sebagian kalangan, isu itu dianggap multitafsir,
sehingga perlu ditegaskan kembali makna yang sebenarnya
dalam pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden. Terdapat juga pandangan agar pasal tersebut
hendaknya mengatur tentang 'exit clause' seandainya
pasangan calon hanya terdiri atas dua atau bahkan hanya
satu pasangan calon (calon tunggal). Khusus exit clause
yang pertama memang telah diakomodasi dalam putusan
MK, sehingga secara tidak langsung konstitusi sebenarnya
telah berubah dengan putusan MK.®
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Mengetengahkan isu tersebut, kajian ini berhasil memotret
persepsi dan sikap para ahli berkaitan dengan Pasal 6A ayat
(2). Dalam konteks ini, pandangan dan sikap para ahli
cenderung terbelah. Namun demikian, sebagian besar (57,3
%) menjawab setuju pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden hanya bisa diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik. Selebihnya sebanyak 42,7 %
menyatakan tidak setuju.

Grafik 56
Menurut Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, pasangan calon Presiden

& Wakil Presiden hanya bisa diusulkan Parpol atau gabungan
Parpol (n=300)

Setuju 57,3%

Tidak Setuju 42, 7%

Meski angka yang setuju lebih tinggi dari yang tidak setuju,
tetapi ketika dikonfirmasi lebih lanjut mengenai kesesuaian
pasal tersebut dengan prinsip hak politik warga negara,
lebih separuh responden (51%) mengafirmasi bahwa pasal
itu tidak selaras dengan prinsip hak politik warga negara.
Sedangkan 49% lainnya menyatakan selaras dengan prinsip

hak politik warga negara.
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Temuan tersebut sekaligus menunjukkan adanya
inkonsistensi sikap pada sebagian ahli dalam merespon isu
yang bertalian satu sama lain. Padahal seyogyanya, mereka
yang menyatakan setuju calon presiden hanya bisa
dicalonkan melalui partai politik tentunya bersikap menolak
jika mekanisme itu dianggap tidak selaras dengan prinsip
hak politik warga negara. Sebab, dukungan terhadap
pencalonan melalui partai politik atau gabungan partai
politik sedikit banyak mengabaikan prinsip hak politik
warga negara. Sebaliknya, pembelaan terhadap hak politik
warga negara sama sekali tidak mensyaratkan mekanisme
pencalonan Presiden dan Wakil Presiden melalui partai
politik atau gabungan partai politik.

Selanjutnya, Pasal 6A Ayat (2) dalam pelaksanaannya telah
memunculkan isu dan ketentuan mengenai ambang batas.
[su dan ketentuan itu kerap muncul dan berulang seiring
persiapan politik menghadapi pelaksanaan Pilpres atau
Pemilu. Tak ubahnya seperti agenda lima tahunan,
pembahasan mengenai ketentuan ambang batas tak pernah
final: mulai pertama ditetapkan tahun 2003 sebesar 15%
dari jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah
nasional hingga kini menjadi 20% dari jumlah kursi DPR
atau 25% dari suara sah nasional pada pemilu DPR.

Ketentuan tersebut tidak pernah disebutkan dengan jelas di
dalam konstitusi. Ketentuan itu murni merupakan
interpretasi pembuat undang-undang terhadap Pasal 6A
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Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Apakah ketentuan itu
bertentangan dengan original intent Pasal 6A Ayat (2) UUD
NRI Tahun 19457 Kajian ini berhasil mengungkap penilaian
paraahli mengenaiisu tersebut.

Grafik 57
Presidential Treshold bertentangan dengan Original Intent
Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 (n=300)

Setuju 64,5%

Tidak Setuju 35,5%

Seperti tergambar pada grafik 12 di atas, mayoritas ahli
setuju (64,5%) bahwa ketentuan mengenai ambang batas
bertentangan dengan original intent Pasal 6A ayat (2) UUD
NRI Tahun 1945. Hanya 35,5% yang menyatakan tidak
setuju. Disebut bertentangan dengan original intent karena
dalam Pasal 6A Ayat (2) sama sekali tidak menyebut ambang
batas pencalonan presiden dan Wakil Presiden. Di dalamnya
hanya disebutkan bahwa calon Presiden dan Wakil
Presiden”...diusulkan oleh partai politik atau gabungan
partai politik peserta pemilihan umum” tanpa ketentuan
perihal presentase perolehan kursi atau suara Pemilu DPR
RI. Mayoritas ahli pada semua kategori mulai guru
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besar/profesor, dosen sampai mahasiswa sama dalam
menyikapi masalah ini.

Walaupun demikian, di sisi lain para ahli juga menilai
penetapan mengenai ketentuan ambang batas merupakan
hak pembuat undang-udang dalam menafsirkan
pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini dibuktikan,
sebanyak 58% para ahli setuju dengan pernyataan yang
mengonfirmasi pandangan tersebut. Dominannya tingkat
persetujuan mereka terjadi di semua kategori ahli, antara
lain: guru besar/profesor (59,4%), dosen (53,7%), dan
mahasiswa (67,6%). Artinya, sebagian besar ahli pada
dasarnya tidaklah menyalahkan penetapan ambang batas
pencalonan presiden oleh partai politik meski sebagian
besar mereka menilai hal itu bertentangan dengan original
intent Pasal 6A Ayat (2). Penetapan ambang batas itu
dianggap merupakan hak tafsir pembuat undang-undang
dalam melaksanakan UUD NRI Tahun 1945.

Grafik 58
Presidential Treshold merupakan hak pembuat undang-undang

dalam menafsirkan pelaksanaan UUD 1945 (n=300)

Setuju 58%

Tidak Setuju 42%
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Yang menarik, khusus mereka yang setuju dengan
penetapan ambang batas oleh pembuat undang-undang,
ketika ditanya lebih lanjut apakah perlu memasukkan frasa
presidential threshold ke dalam bunyi pasal UUD NRI Tahun
19457 Ternyata sebagian besar menyatakan tidak perlu
(76,8%), dan hanya 23,2 % yang menyatakan perlu. Fakta ini
dapat dibaca bahwa pengaturan mengenai ketentuan
pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana Pasal
6A Ayat (2) sudah dipandang cukup sehingga tidak perlu
ditambah lagi termasuk dengan hal ihwal ambang batas.

Grafik 59
Perlu atau tidak perlu memasukkan frasa presidential threshold

ke dalam bunyi Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (n=174)

Perlu 23,2%

Tidak Perlu 76,8%

Kemudian, kajian ini juga menguji isu seputar Pasal 6A Ayat
(3) yang berbunyi “Pasangan Presiden dan Wakil Presiden
yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari
jumlah suara dalam pemiilihan umum dengan sedikitnya
dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di
lebih setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik
menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Juga Pasal 6A Ayat
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(4): “Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan
Wakil Presiden terpilih, dua pasangan yang memperoleh
suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan
umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan
yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai
Presiden dan Wakil Prsiden”.

Meski mengatur cukup jelas, namun menurut sebagian
pendapat, pasal tersebut kurang memadai dengan
perkembangan Pemilu. Pasalnya, indikator keterpilihan
pasangan calon adalah harus memenuhi 2 syarat perolehan
suara, yaitu suara terbanyak dan persebaran suara. Namun
jika dicermati lebih dalam, bagi sebagian pendapat, syarat
keterpilihan yang termaktub dalam Ayat (3) dan (4) hanya
diperuntukkan bagi Pemilu yang terdiri lebih dari 2 (dua)
pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden.
Sehingga, terdapat kondisi yang sebenarnya belum diatur
dalam pasal tersebut, yakni ketika terjadi pemilu yang
hanya menghasilkan dua pasangan calon Presiden atau
bahkan calon tunggal.®

Persoalan dalam Pasal 6A Ayat (3) dan (4) menimbulkan
pertanyaan: jika dari awal hanya terdapat 2 (dua) pasangan
calon, apakah ketentuan Ayat (3) dan (4) ini harus
terpenuhi seluruhnya sehingga ketentuan yang berlaku
saatini ketika hanya terdapat dua pasangan calon Presiden,
UU hanya mensyaratkan keterpilihan dengan suara
terbanyak? Benarkah demikian? Hasil kajian ini
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menunjukkan para ahli cenderung tidak satu pandangan
mengenai pemberlakukan pasal tersebut. Ini bisa dilihat
dari grafik berikut:

Grafik 60
Apakah Pasal 6A Ayat (3) berlaku dalam hal terdapat dua

pasangan calon Presiden & Wakil Presiden atau lebih (n=300)

Hanya berlaku untuk 33,9%
lebih dari dua pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden

Berlaku untuk dua
lebih pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden

66,1%

Mayoritas ahli (66,1%) berpendapat, Pasal 6A Ayat (3)
berlaku untuk kasus di mana terdapat dua atau lebih
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Sementara
33,9 % lainnya memandang pasal tersebut hanya berlaku
untuk lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden. Di antara mereka yang setuju pasal tersebut
hanya berlaku untuk lebih dari dua pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden, sebanyak 72,3% sepakat
bahwa prinsip perolehan suara rakyat terbanyak
sebagaimana termaktub dalam Pasal 6A Ayat (4) juga
diberlakukan dalam hal hanya ada dua pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan 27,7% sisanya
menyatakan kebalikannya.
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Lebih lanjut, dari 72,3 % yang sepakat Pasal 6A Ayat (4)
juga berlaku dalam hal hanya ada dua pasangan calon, 43,2
% di antaranya sepakat bahwa hal tersebut perlu
disebutkan dalam ayat tersendiri di dalam UUD NRI Tahun
1945, sedangkan 56,8 % lainnya menyatakan tidak perlu.
Kemudian, dari 43,2 % yang menjawab perlu disebutkan
dalam ayat tersendiri di dalam UUD NRI Tahun 1945, 81,8
% di antaranya setuju dengan usulan bunyi ayat: “Dalam hal
terdapat hanya dua pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden yang tidak memenubhi syarat perolehan sedikitnya
20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari
setengah jumlah provinsi di Indonesia, pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden dengan suara rakyat
terbanyak dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”.

. MasaJabatan Presiden dan Wakil Presiden

Kajian ini juga menguji pandangan dan sikap ahli mengenai
isu seputar masa jabatan presiden dan Wakil Presiden
sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 bahwa “Presiden
dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun,
dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang
sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Makna pasal ini
sebenarnya cukup jelas. Namun dalam pelaksanaannya
tetap dirasa multitafsir. Dalam UU Pemilu, Pasal 169 secara
tegas sudah menyatakan tentang masa jabatan Presiden
maksimal 2 kali dalam masa jabatan yang sama, dan dalam
penafsiran MK, Presiden “tidak boleh menjabat lagi dalam
duaperiode”.
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Namun ada sebagian pendapat, Pasal 7 tentang masa
jabatan perlu penyempurnaan untuk menegaskan apakah
berturut-turut atau tidak berturut-turut, sehingga tidak
terjadi upaya untuk menerobos ketentuan mengenai masa
jabatan. Hal yang perlu ditegaskan adalah terkait frasa
“dapat menjabat lagi dalam dua periode” berturut-turut
atau berselang.”

Grafik 61
Perlu atau tidak perlu frasa "dan sesudahnya dapat dipilih
kembali dalam jabatan yang sama..." ditambahkan frasa "secara
berturut-turut atau berselang" (n=300)

Perlu 37,8%

Tidak Perlu 62,2%

Mayoritas responden (62%) memandang tidak perlu
menambahkan frasa “secara berturut-turut atau berselang”
pada pasal tersebut. Sedangkan 37,7% memandang perlu
menambahkan frasa itu. Mereka yang menyatakan tidak
perlu beralasan: kalimat di pasal tersebut bersifat umum,
sehing